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Pembuat ' Akta Tanah di Kabupaten Jombang”.  Dalain ragka untuk

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

mendapatkan  gelar - Magister  Kenotariatan pada  Program Studi -Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari cartuan dan dorongan dari

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

beberapa pihak yang telah banyak memberikan kentribusi ilmu, dukungan

iormil dan materiil. Oleh kaiena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih

Kepada piak-pihak - dibawah ni yaite:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa’at, SH. M.Si selaku Dekan Fakultas
Hukum Universiias Brawiiaya dan jajaiannya yang telah memberikan

iklim-kondusii untuk rmengemoangkan kegiatan penulisan - Tesis  ini.

N

Bapak - Dr - Imam Koeswahyono, S:H., MEum., Selaku Ketua

e
<
=
<
o
0

UNIVERSITAS

Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan banyak
bimbingan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas

[Khir: ini.

o

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Rachmad Budicno, SH., MH., Selaku

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dosen pembimbing - utama tesis - Fakultas — Hukum — Universiias

Brawiiaya

vi

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




4. Bapak Dr. - Aan Eko Widiarto, SH., MHum., Selaku dosen

| ReposITORY.UBACID |

pebimbing . pendamping - Tesis - Faku'tas - Hukum - Universitas

Brawijaya.

Eko Hlargjeko can Ninik ‘Junaisih, Mami dan Papt tercinta yang

[83]

selalu memberikan dukungan -serta doa dan msteri tiada  henti
hentinya agar perulis dapat segera menyelesalkan tugas akhirnya.

6. Hans Mahagi can Andreiia Allen Grace lka, Kakak tercinta yang

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

selalu mendoakan, memberikan semangat dan menginspirasi penulis
selama proses Tesis ini.

7. ibu Loce, Tbu Erni, Bapak Sugeng, Bapak Basuki, Atika, Birgiia,

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Latly, Reny, Septi, Ersa, Debby, Mitha, dan Vidya

keluarga saya sehari-hari dalam bekeria yang sudah mendukung

Kelancaran pemoua@n Tesis ini.
8. Rosista Bemadya Pramadi, Hartina Ruth Manera, Christine
Bertha, Tasya Audina, Destalia Kristiani, Arthur Frederico,

Kusuma Hadi dan sanabat-sahiabat penulis yang lain yang selaiu setia

e
<
=
<
o
0

UNIVERSITAS

I . | -
rendulkung

senulis dalam des selena pengerjear tesis: ini.

Penuiis yakin - Tesis il masih sangat jauh dari kata sempurng, sehingga
masukan dan Kritik akan sefalu penuiis harapkan untuk memperbaiki Tesis ini.

Aknir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnva jika dalam proses

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

penulisan Tesis ini penulis meiakukan kesalanan.

Malang, Juli 2018
Penulic

inneke Grandistia, SH

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




[ reposiTORY.UBACID |

DAFTARISI

Halaman Persetujuan............. 2PQSHH ANV ALNIVETSIL as. LLawll
Halarman RINGKASAI .. ...veee e et
Halaman SUMMATY .....ooveeiiieie et e seeesis e ssredinnsne s nneaneseses
Halaman Kata Rengantar.. Ranasitiams. Linivarsiina. Reaadiis

Halaman DaftarIst...........0. JOSHONY. LNV SISHaSs . RIawl

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Haiarman Daftar TADCI ... e
BAB | PENDAHULUAN ..ot i s ssesss s asnanesases
1.1 - Latar Belakang Masaleh .. i i sitas-Brawii

)
%

= 1.2 CRumusan-Masalah L
';3 1.3 Tujuan FENRIItIAN ..o
2 BAB 11 KAJIAN PUSTAKA............ bl i e Bprrexrit
:cf; 2.1 < Rerlindungan Hukum oo ane L mivana s Samii.
i 2.1.1 Pengertian Ferlindungang hukum ...

2.2 Pejabat Pembuat AKIA Tanan .........ccevvevveiiveieeiesee e,

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pejabat Pembuat

2

g — AktaTandRenasitony. Liniversilas. Brawii
@ B 2.2.2 Jenis-Jenis Pejabat Fembuat Akia Tanan...............
g § 2.2.3 Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah
=y s 23 Camat vt ety pe b Fyori e poae e « 2 -
<L 2:3: L Pengertian-Camat: oy Linivanailas. Lol
2.3.2 "'DasarHukum Camat. ... i

2.3.3 Tugas dan Kewenangan Camat ............cccocueeveennnnn

2.4 _ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ...........icivecens e

2.4.1 Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sementard Yl iAL Y MLV ET ellas Ll ailis

| REPOSITORY.UB.ACID |

2.4.2 DDasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah
SeMENtaray e maaitmme b limivereifae- Reevads

2.4.3 . IKewenangan dzn Tugas Pejabat Pembuat Akia Tanah

vi

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




[ reposiTORY.UBACID |

Sementara.... oo RS ARIA A Red ) le g A b LA 29

2.4.4 Pegangkatar dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta

<L
-
< Tanah SeMENtara . . . .l eosue oosh o oo 30
i
= ; 2.5 KL coveivv e e s e 31
S T
= 258 Pengertian ARt L 31
S
2.5.2. . Akta vang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
.‘:;..
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ......... 32
: 216 “Pendaftaran/Fanah < &G LGS LA ING LRGSR LA 33
(2
3 2:6.1 Pengertian Pendaftaran Tanah ..., 33
% 2.6.2  Tujuan Pendaftaran Tanah ..........c.ccooovvinivinnnnns 35
b 2.6.3° ' Sistemn Pendattaran Tanah ... Lo il 36
< 2.6.4 Peiaksanaan Pendaftaran Tanah ...........ccccovinnne. 37
o
g b
o — 2i0 Sertipikat Tanah . Repositons Universitas. Brawii 39
=
7z B 2,717 Pengertian Sertiptkat Hak Atas Tanah ... 39
58]
= § 2.7.2  Fungsi Sertiptkat Tanah ............ccooovvee i 40
-
=y s 2.7.3 . Funagsi Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat
“pr RembuktiaiRepasitony. Liniversitas. Brawii 40
2.7.4 ~ Fungst Sertipikat Hak Atas Tanar ... 41

BAB HIHASIL DAN PEMBAHASAN e i s e 42

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penglitian ... i o i, 42

3.2: Faktor-Fakter yang Menyebabkan PFAT di Kabupaten

| REPOSITORY.UB.ACID |

Jombang Terlambat Mendsftarkan Akta vang Dibuatnya

Kepada Kantor Pertananan ........cocivevieeeeeseeirnnenencmeneneseens 40

Vil

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




[ reposiTORY.UBACID |

3.2.1+ Kesibukan Camat (PPATS) ..., 52

2.2 Latar Belakang Pendidikan ..............cc....... iyl A 54
3

Masyarakat Berpikir PraktiS: ... it e 56
3.2.4 I etengkapan Barkas Lol rsiias. Brawii 56
3.2.5 Kurangnya Sosialisasi BPN ... 59

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

3.3 Periindungan Hukum bagi Pemohion penaartarain Hak
Atas Tanan yang teriambat didafttarkan oieh PPAT ............ 62

3.3.1  Matert yang Teimuat dalarmn Peraturan Perundang-

e

|

| <

la E

|2 UNJAAGAN .ttt 62

|8

|& 3.32:2  Pemenuhan Perlindungan Hukum ...............ce.... 65
3;3.32 SistemyHukum-2ao onidans Univaraids 16

BAB'WAPENUTUPRY A, EEYRL AL L eiia RV 79
O R G ES] T ] LU = SR s 79
4.2 Saran ... perenee  areveitinrg Hlmivarcitas Ry sl 80

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

Daftar Pustaka

Lamgiran

| REPOSITORY.UB.ACID |

Vili

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




BAB i
PENDAHULUAN
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1.1, Latar Belakang

i
<

Pendaftaran hiak atas tanah merupakan bukil bahwa nukuny sangat diperiukan
bagi kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan keadaan yang tartib, damai serta
meminimalisir adanya perbuatan melawan hukum atau menyimpang. dari ketentuan

nerma yang beriaku datam masyarakat. Perouatan hukum pencaftaran hak atas tanah
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rerupakan suatl - peristivia penting karena. menyargkut- sagi- hek - keperdataan
seseorang. Hak keperdataan seseorang merupakan hak asasi manusia yang narus

dijunjung tinggi dan dihormati cleh sesarma manusia dalam rangka terwujudnya
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kedamaian dalam ikatan-hubungzn kemasyarakatan.' Menurut Pasal 1 angka (1)

Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 1997  tentang Pendaftaran Tanah

rmenyenutkan bahwa:

“Pendaftaran Tanah adaiah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintan secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi- pengumpulan, pengolahar, pembukuan, dan penyajian scrta
pemeiiharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun,  termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah vang
sudah ada haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya.”
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Pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre yang disebut dengan kadaster
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adaiah suatu istilab teknis rekaman (recerd) yang menunjukkan terhadap luas, nilai
dan kepemilikan ferhadap suatu bidang tanah. Kadaster ini pada mulanva berasal dari

bahasa Latin “Capitastrum °, 'yang beraiti register atau “Capita’ atau unit yang

' Bactiar Effendi, Pendaftaran Tanah di indoriesia dan Feratuian-Peraturan Pelaksanaaniya, Bandung, Altrmni,
1893, him. 15.
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dibuat untuk pajak tanah Kornawi (Capotatio Terrens)z. Pasai 19 ayat (1) Undang-

Undang Nomaor § Tahun 1960 tentang Perafuran Dasar Pokok-Pokole Agrarie (WUPA)

menyatakan bahwa:
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(1) Pendaftaran tanah menjamin, kepastian hukum maka Pemerintah mengadakan
pendatiaran tanah di ‘seluruh wilayah Republik Indonesia sesual dengan
ketentuan yang diatur olch peraturan yang berlaku;

(2) Pendaftaran tarah pada Pasal 5 ayat (1) terdiri etas ;

a. Pengukurar, perpetaan dan e embukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah;
C. Pemberian alat pembuktian yang kuat berupa surat tanda bukti hak.

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan

masyaraket.
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Pendaftaran tanah tanah dibedakan menjadi dua, secara Sistematik dan sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pengukuran tanah yang dilakukan secara
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serentak yang meliputi semua objek pendefiaran tanak yang belun didaftar dalam suatu

wilayah tertentu. Sedangkan pengukuran tanah. secara sporadik adalah kegiatan

pengukuran tanah mengenai suatu atau beberapa objek tanah dailam wilayah atau bagian

g terteritu secara individual berdasarkan perminfaan yang berkepentingan, hal ini terdapat
V= pada Pasal 1 angka 10-11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
= B
(%2 DY | - T .

& Pendaftaraii Tanah.
i <
= :
z Berikut adalah percedaan pengukuran tanali secara s siematik dan sporadik
>0
L ,
Tabel 1.1
Perpedaan Pengukuran Tanan secara Sistematik dan Sporadik
gl SITEMATIK SPORADIK
< Serentak atau bersama-sama Sendirt atau individuat
g Dibtayai cleh pemar:niah‘ Dibiayat cieh yang be:‘kepenting_an
@ Memerlukan wakiu yang panjang Waktu yang dibutuhkan dapat sesual
;% dalam pelaksanaannya dengan kebutuha
Yang dicaftarkan adalah semua cbjek | Yang didaftarkan hariya satu atau
pendattaran tanah beberapa objek tanah
Dilaksanakan cieh pemerintah Difaksana km oI°h piniak yang
?~Supriadi’ Hukum Agraria, Jakarta Sinzr Grafika, 2009, him 152
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berkepentingan

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018
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yat (2) huraf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1260 fentang

i 3

w
o

Pasal 1

Peraturan . Dasar Pokok-Pokok Agraria (UJUPA) menguraikan: bahwa pendaftaran
tanah diakhiri dengan dikeluarkannya alat bukti yang Kuat yaitu sertipikat tanah.
Peraturan ' Pemerintah  Nomor 24 Tahun = 1997 tentang  ~endaftaran Tanah
menyebutkan bahwa setipikat. diberikan. kepacla. pemegang halk atas suaty bidang

tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudan dapat

BRAWIJAYA
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membukiikan dirinya sebagal gemegang hak atas tanah tersebut.
Kantor . Pertanahan . . dan - Pejebat - Pembuat + Akta - Tanah masing-masing

melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kantor Pertanahan khusus melaksanakan
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tugas :

a. recording off tittie;
b. continous recording;
¢ memberikan sifat grosse akta Hak Tanggunaan dengan menerbitkan Sertifikat Hak

Tanggungan.
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Sedangkan PPAT melaisainakan suatu recerding of deeds of conveyance, yaitu

suaty perekaman pemkbuatan akta tanah vang meliputi®:

J

£
i

a. mutasi hak, pengikatan jaminan dengan hak atas tanah sebagai jaminan (Hak

Tanggungan),
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b mendirikan hak baru diatas bidang tanah (Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik

atal Hak Pakai diatas Hak iiiik);

C.membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

3~ AP. Parlindungan, Pendafizian Tanah di Indenesia, Bandung, Mandar Maju, 2009, Hlm, 82-83.
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Pejabat Peinbuat Akta Tanah yang selanjutriya diseout PPAT aalam Pasal 1
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rlrae,

ayat 1 Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 201€ tentang Peribahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akia-akta
otentik mengenal perbuatan nukum tertentu miengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun. PPAT diangkat serta diberhentikan oleh-Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pertanahan/agraria.
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PRAT merupakan pejabat umum yang berhubungan dengan Kantor Pertanahan
untuk membantu menguatkan  setiap perhuatan hukum. atas bidang tanah  yang

diiakukan olen subyek hukum atau pemohon yang bersangkutan yang kemudian akan
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mendapatkan akta otentik. Namun, pada rnasa sekarang ini masii acanya Pejabat

Pembuat- Akta Tanah Sementara selanjutnya disebut PPATS yang hertugas pada

wilayah Kerjanya karena tidak cukup adanya PPAT didaerah tersebut. PPATS adalah

Pejabat Permerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT
dengan membuat -akta -dan mendaftarkan pada Kantor Pertanahan seperti.. yang
dijelaskan.  dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

tentang Perutahain “Atas  Peraturan Pemerintan ‘Nomor ‘37 “Tahun 12888 tentang

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

£
i

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tahah menyebutkan bahwa PPAT wajib mendaftarkan akta pada Kantor

Pertanahan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah ‘Nomor 24 Tahun 1997 tentang
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Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

“Selambat-tamozatnya =7 (tujuh)y o hari kerja - sejak - tanggal
ditandatanganinya .. akta . yang. - bhersanokutan, - -PPAT — wajib
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen vang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.”
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Pendaftaran  tanan dilakukan guna memberikan Kkepastiani nukum- dan
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perfindungan: hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudal dapat

9

membuktikannya dirinya sebagai pemegang hak  yang hersangkutan. Masih banyak

diternukan permasalahan pada pendaftaran hak atas tanan ini. PPAT vang teriambat
mendaftarkan  akta beserta ' dokumen-dokumen lainya  pada  Kantor Pertanahan.
Korelasi -antara PPAT dengan peratiiran, pendaftaran. tanah dalam - administrasi

pertanahan semakin jelas, yaitu PPAT berkewajiban menaaftarkan akta yang
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dibuatnya kepada &anior Pertanahan seizainbat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal
ditandatanganinya akta yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 40 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentan Pendaftaran Tanan.”
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Menurut keteniuain ‘Pasal 62 Feraturan Pernerintan-Nomar 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran  Tanah. menyebutkan hahwa PPAT. yang. dalam melaksanakan

tugasnya mengahaikan Kketeniuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan Menter atau
Pejabat yeng ditunjuk dilaksanakan tindakan administratif berupa tequran tertulis

sampal pemberhentian. dari jabatannya sebagali PPAT, dengan tidak merigurangi

kerungkinar dituntut ganti kerugian olel pihak-pinak yang menderita Kerugian yang
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diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-k an tersebut.

£
i

Menurut hasil pra survey penulis menemukan sebuah permasalahan hukum
rakni Camat Kecamatan Plandaan dan Diwek yang menjabat setagat PPATS serta

PPAT (anonim A, B dan ) terlambat mendaftarkan ekta heserta dokumen-dokumen
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yang disebutkan. ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah peserta dokumen-aokumen yang bersangkutan kepada

Kantor Pertanahen untuk didaftar. Pernerapan sanksi manurut Pasal 62 Feraturan

Y rawan Scerodjo, Kepastian Hukum Hale Atas Tanah Di 'ndonesia, Arkola, Surabeya, 2003, hlim.140
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Pernerintah Tahun 1997 tentang Pendattaran Tanah juga tidak diterapkan oien Kantor
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Partanahan  iabupaten: Jombang, berdasarkan hel tersebur penuiis teriarik  uniuk

melakukan penelitian aengan judul Periindungan Hukum Bagi Pemohon Pendaftaran

Hak Atas Tanah yang Terlambat Didaftarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah di
Kabupaten Jombang, dengan penelitian tersebut maka penuiis dapat menemukan
cehuah pembahasan mengenai perlinduingan hukum yang diberikan kepada pemohon

Jika aktia yang dibuat oieh PP AT terlambat didaftarkan kepada Kantor Pertanahan dan
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periu adanya upaya yang dilakuian agar PPATS dit Kecamatan Plandaean dan Diwek
certa PPAT (anonim A, B dan C) Kabupaten Jombang dapat menerapkan Pasal 40

Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1937 tentang Pendaftaran Tanah dengan baik
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dai dapat memperikan suatu perlindungan hukum bagi pemchon pendaitaran hak atas

tanah.

2.0 Rumusan Masalat

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka rumusan masalah daiam penelitian ini

rneliputi
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1.2.1 Apa faklor-fakior yang menyebabkan PPAT di - Kabupaten Jjombang teriambat

£
i

mendaftarkan akia yang dibvatnya kepada Kantor Pertanahan ?

\
v
J

1.2.2 Baga!mana perlindungan hukuin bagi pemonon pendafiaran hak atas tanah ‘yang

~— N
£ \f
L

teriambat didaftarkan oleh PRA
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi :
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1.3.1  Untuk mengetanui dan menganalisis fakior-faktor yang imenyebabkan PPAT di
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Kabupaten Jombarg terfambat mendaitarkan akta yang dibuatnya kepade Kantor

Pertanahan .

1.3.2 - Untuk rmenganalisis periindungan hukura bagi pemohon pembuat axta tanah yang
aktanya terlambat didaftarkan pada Kantor Pertanahan oleh PPAT.

1.4. Kerangka Teoritik
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1.4.1. Teori Perlindungan Hukum

Manusia mencapatkan hak dacar yaitu Iebebasan, hak hidup. hak untuk

dilindungi dan hak vang lainnya. Menurut Locke teori hukum. dapat. beranjak dari
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Kebebasan individu dan Keutarmaan rasic. Mernurui Locke masyarakat yang ideal adalah

masyarakat vang tertih dain yang menghatgai kebebasan serta tidak melanggar halk-hak

dasar manusia.

Prinsip-prinsio perlindungan hukum i ndoresia adatah Pancasila sebagai
ideologi dan falsafah Negara. Perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber
pada Konsep-konsep “‘rule of the iaw” dan Rechtaat. Dengan menggunakan konsep

tersebut Indonesiz menggunakan prinsip periindungan hukum dan pengakuan terhadap
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harhat dan martabat yang bersumber dari Pancasila.’

£
i

Soejipto ‘Raharcjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya

I

untuk melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan
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Kepatianya untuk bertindak menurut kepentingannya tersebut. Olenh Karena itu

nerlindungan hukum kepada masyarakat harus menciptekan suatu kepastian hukum:®

‘hiliphus M Hadjon, Perlindungan Hukuini Bagi Masyarakat tndoriesia, Bina limu, Surabaya, 1987, nim. 38.

5
“~Soetjinto Raharjo, Permagsalahan Hukum Indonesia, Bina lmu, Bandung, 1983, hlm. 121
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1.4.Z. Teorr Kepastian Hukum
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Kepastian hukum sebagai salah safu tujuan hukum dapat dikatakan sehagali

bagian dari upaya vertindungan hukum. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah

pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa
yarg melakukan. Dengan adanya kepasitan hukum setiap orang dapat memperkirakan

apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.’

Kepastian hukuim akan menjamin sesecrang melakukan perilakii sesual cengan
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ketentuan hukum  vang berlaku, sebaliknya tanpa: ada . kepastian hukum . maka
seseorang tdak memiliki Ketehtuan baku dalam- menjalankan perilaku. -Dengan

demikian, ‘tidek salah apabila Gustav Radbricn mengemukakan kepastian sehagai
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salah satu . tujuan dari. hukum, Kepastian. hukum merujuk nada pelaksanaan . tata

kehidupan yang dalam peiaksanaan tata kehidupan yang dalam peiaksanaannya jeias,

teratur, konsisten, can konseckiien serta ttdak dapat dipangaruhi oleh keadaan-keadaan

rang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.®
< R J J

Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya Ksjeiasan,

tidak. menimbutkan —multitafsir, tidak . menimbulkan . kontradiktif,  dan  dapat

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

diiaksanakan. Hukum harus oceriaku tegas ai dalam masyarakat, mengandung

£
i

keteroukazn sehingga siapapun depat miemahami-makna atas suatu ketentuan hukom.
Hukum vang satu dengen yang lain ticak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi

sumber keraguan. Kepastlan hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang
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mengandung  kKejelasan, idak menimbulkan = multitafsiv, = tidak — menimbutkan

ivioh. Mahfud MD, Politik Hukum di Inaonesia, Rajawalii Pers, Jakarta, 2011. hai. 70
8 1 q i 1 H 1 ™ . "y Nk 1 - - L ] |} =
Nur-Agus Susanto, Dimensi Aksiclogis Dari Putusan Kasus “ST"” Kajian-Putusan Peninjauan Kerabali' Nemor
97 PK/Rid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol 7 No: 3 Desember 2014, Hal. 18
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kontradikuf, seita dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin nak dan kewajiban
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seliap warga nagara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.’

J

1.5. Mietode Penelitian
1.5.1. Jenis Penelitian
Penelitian: mengenai pendaftaran - tanah- studi di Kabupatern Jombang ini

merupakan jenis penelitian yuricis empiris. Penelitian ini merupakan suatu penelitian
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yalg dilakukan terhacap keadaan nyata yang terjadi dalar peneiapan hukum pada
PPAT menoenai Pasal 40 Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Penaaftaran Tanah di Kabupatern Jombang.
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1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiclogis, atai sering

disebut sehagai penelitian hukurn yang sosiologis berdasarkan madzhab socioiogical

-~ 40

jurisprudence.™  Fenutis menggunakan pencekatan  yuridis sosiclogis Karena
penelitian ini- membahas tentang fakta-fakta yang diperoleh secarz langsung mengenai
perlindungan hukum pemohon jika akta beserta dokumen-dokumen yang dibuatknya

terlambat di daftarkan menurut Peraturar Pernerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
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Pendaftaran Tanah.

£
i

1.5.2. Lokasi Penelitian

lokasi. penelitian yang. di- pilitv oleh peznulis adalah di Kanior Pertanahan
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Kabupaten Jombang dan Kanior Kecamatan Diwek dan Kantor Kecamatan Flandaan

di- Kabupaten Jomgang, karena menurut fast! prasurvey Camat Kecamatan Plandaan

dan Diwek yang menjabat sebagai PPATS serta PPAT (anonim-A, B dan €) terlambat

mendaftarkan akta beserta dokumen kepada Kantor Pertaanahan Kabupaten Jombang.

BES 1 (4 A Y :
ibid, Soetandyo Wignjosoebroto.
0. Fajar. Mukti, Dualisie Perielitian Hukurn Normatif & Empiris; Pustaka Be lajar, Yogyakarta, 2010, him. 19.
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Oieh karena itu penulis mernilin-iokasi di Kantor Pettanahan Kabupaten jombang dan
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Kantor ' Kecarnatan - Diweld 'dan Kantor Kecamatan  Kagupatan  Jornbang  uniuk

memperoleh data vang. sesungguhnya. dan benar dan memilih. responden. untuk

menjadi sumber data.

1.5.4. lenis dan Sumber Data

¢ Jenis Cata dalarn penelitian ind berupa .
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1) Data Primer

Data primer merunakan data yang diperoleh langsung. dari sumbernya dan dicatat

untuk pertama kali.'" Data primer dalam penelitian ini adalari hasil wawancara dengan
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Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendefiaran, Tanah Kantor Peitanahan Kabupaten

Jompang, Camat Kecamatan Diwek dan Camat Kecamatan Plandaan Kabupaten

Jombang, PPAT (anonim A, B dan C) serta Pemohon pendaftaran hak atas tanah di

Kecamatan Diwek dan Kecamatan Plandaan.

Data sekunder merupakan data berupa bahan hukum yang meliputi peraturan
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perundang-undangan, buku-buku, berita terkait pada media eiektrenik maupun media

£
i

cetak, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen. yang didapat langsung, dari lokasi

yang dipilih oleh penulis.
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b. Sumber data dalem panelitian ini beriipa :

1) Sumber Data Primer

Y Marzuki, Matodolegi Riset; Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hin 55.
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Didapaikan dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Karitor Pertariahan
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Kabupaten Jombang, Camat Kecamatan Diwek: dan Carnat: Kecamatan Plandaan

Kahupaten Jombhang, PPAT (anonim A, B dan C), serta Pemohon pendaftaran hak

atas tanah di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Piandaan.

2) Sumber Data Sekunder

Didapatkan dari buku-buku, jurnat; hasit penelitian serta data maupun dokumen yang
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didapat langsung dari lokasi penelitian, dapat iuga diperoleh melalui berita terkait

balk datarn media cetak maupun -media elektronik.

1.5.5. Teknik Memperoleh Data
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Teknik memperoleh data dalam penelitian ini ¢ilakukan dengan cara

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

Dalam penelitian ini  digunakan teknik -wawancara iangsung terhadap

respondar. Wawancara ecdalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk

2

memperoleh - informasi - terwawancara ' Pendekatan wawancara yang. digunakan

adalah dengan cara wawancara terpimpin atau teraran.”* Sehingga pewawancara dapat

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

menanyakan apa saja informasi yarng dibutuhkan kepada terwawancara.

£
i

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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£

Y Teknik Pengumpulan Data Sekunder

12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Perielitiari Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hiim 155.
o] Ranny Haninjito; Metodotogi Pnelitian Hukum dan-Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1889, hlm 27,
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Teknik pengumpuian data sekunder diperoleh melaiui studi referensi buku-
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buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnai dar mencari materi yang

berhubungan dengan penelitian ini di internet.

1.5.6. Pogulasi, Sampei dan Teknik Sarngiing

a. Popuiasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang
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yang akan melakukan Lupaya perlindungan hukurm bagi pemohion yang akianya
terfambat dicaftarkan oleh PPA’L. Camat Kecamatan Plandaan dan iKecamatan

Diwek. PPAT (anonim A, B, C) yang akan memberikan penjelasan mengenai
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1aktor-fakior apa saja yang menyebakan PPAT teriambat mendaftarkan akta

vang dikuatnya beserta dokumen-dokumen fainnye.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili popuiasi. Sampel dalam penelitian ini

meliputi-:

1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan
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Nastonal dan Tata Ruang Kabupaten Jombang yaitu Iswahyudi,

=3
s
N

Camat di Kantor Kecamatar Plandaan yaitu Wiwik Mardiyanti S.Sos;

3. Camat di Kantor Kecamatan Diwek vaitu Sholahudin Hadi Sucipto S.Stp,
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M.SE

4. Notaris {anonim A, B dan C) yang tidak mau disebutkzn namanya;

(o2}

Pemohon pendaftaran hak atas tanah yaitu Rizky Luhur dari Kecarnatan

Diwek.
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6. Pemohon penaaftaran hak atas tanah -yaitu Faisol Adi Wibawa dari
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Kecamatan Plandaan.

Penulis memihin Camat tersebut diatas dikarenakan Camat Kecariiatan Plaridaan

dan Diwek merupakar Camat yang paling signifikan terlambat mendaftarkan aktenya
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dibandingkan dengan camat-camat lain di
Kabupaten Jombang serta PPAT yang dipilih adalah PPAT yang memenuni ciri-ciri yang

sama yaitu terlambat mendaftarkan akta beserta: dokumern-dokumen yang dibutubian
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pada Kantor Pertanahan Xabupaten Jombang. Kantor Pertanahan Kabunaten Jombang
yang dapat memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum penerapan sanksi yang

diberikan pada PPAT yang terlambat mendattarkan akta yang dibuatnyz.
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c. Teknik Sampiing

Dalam penelitian- ini penulis menagunakan teknik dengan cara purposive
sampliing, karena dalam teknik samipling ini imemilin sekelompok subyek berdasarkan
karakteristik yang same dan sesval dengan tujucn penelitian 'ini yeitu PPAT yang

terlambat mendaftarkan akta beserta dokumen-dokumen kepada Kantor Pertanahan.

L

157 Teknik Anzlisis Data
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Penulis menggunakan texnik anaiisis data deskriptif analisis, yang merupakan
prosas pernecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis lalu menggambarkan

mengenai data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka
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kermudian dianalisis dengan  memoesrikan analtisis. Teknik analisis data deskriptif-ini

diharapkan dapat menielaskan secara iglas mengenai pendaftaran tanan.
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Tesis ini disusun daiam sisternatika yang terbagi dalam 4 (empat) bab unwk
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memperjelas ruang

J

iingkup-dan cakupan yang diteliti:'Adapun urutan tata letai< masing-

masing hab serta pokok pembahasannya adeiah sehagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini berisis uraian latai belakang rasaiah yang menjadi isu

nukum runtuk -meneliti ~mengenai - perlincungan “hukum  oagi - pemchon jika aktanya
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terlambat didaftarkan oleh PPAT. Pada Bab. | ini meliputi juga rumusan masalah, tujuan
penelitian, “imanfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian aan sisteinatika

pensiitian.
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BAB 1 KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang secara umum melandasi penelitian dan

penmbahasan-yang berkaitan- dengan judul untuk dijadikar seoagai pisau analisis dalam
prosas penelitian sehingoa dicdapatkan gambaran teoritis ternadap bahasan dalam judul ini.

Adapun rinciannya sebagal berikut:

I
V) -
=
5=
w < 3. Perlindungan Hukum
>
S e
S0 bh. PPAT
A ¢. Pendaftaran Tanah

BAB. Il HASIL DAN PEMBAHASAN
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Bab. ini dipaparkan gambar lokasi penelitian dan jawahan dari pokolk permasalahan

mengenai faktor-faktor yang menyenabkan PPAT terlambat mendaftarkan akta beserta

dokumen kepada Kantor Partananar dan perlindungan hukum bagi-permohion pendaitaran

hak atas tanah yang terlambat didaftarkan oleh PPAT di Kabupaten Jombang.
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BAB IV PENUTUP
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Babh ini dipaparkan kesimpulan dari permasalahan mengenai faktor-faktor penyehab

PPAT terlamoat mendatiarkari akia teserta dokumen-dokumen kepada Kantor Pertariahan

i

dan periindungan "hukum nagi pemchon pendafiaran hak atas tznah yang teriambat
didaftarkan oleh PPAT di Kahupaten Jombang, berikut saran yang diberikan untuk

imasyaiakat, PPAT dan Kariior Fertanainan Kabupaten jJornbang.
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BAB il
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ICAJIAN PUSTAKA

2.1. Periindungan Hukum
2. 1.1 Pengertian Fertindungan Hukum
Perlindungan hitkum bertuiuan untuk mamberikan  pengayeman kepada hak

asasi manusia yang haknya dirugikan orang iain dan perlindungan tersebut diberikan
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kepada mesyarakat agar dapat menikmati scemiia hak-hak yang diberikan oleh fiukum
afau dengan kata lain perlindungan hukiim adalah upaya hukum yang harus. diberikan

olen aparat penegak hukum -untuk memberikan rasa aman dalam Keniaupan
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bermasyarakat. Setagal subyzlk hukum sia memiliki hak - dan kewajipan untuk

melakukan suatu tindakan hukum.:

Menurut = Setiono, periindungan hukum adalah upaya untuk meiindungi

masyarakat dart perbuatan sewenang-weriang oleh penguasa yang tidal< sesual dengan
peraturan. perundang-undangan; untulc -menciptakan ketertiban - dan - ketentraman
sehingga manusia dapaf menikmati martabatnya sebagai manusia.” Menurut Muchsin

perlindungar hukum —merupakan  kegiatan ~untuk melindungl individu  dengan
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menyeimbangkan hubungan hukum dengan masyarakat yang menciptaken ketertiban

£
i

dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
Meriurut Muchsin, periindungan hukum merupakar hal yang melindungr subyek-

subyek hukum melalul peraturan perundang-undangan yang berfaku dan dipaksakan
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pelaksanaannya serta memiliki sanksi  jika dilanggar. Perlindungan hukum dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu.

L CST Kensil: Pengantar lmi Hukum, dakarta, Balai Pustaka 1989 . h!m. 102

¢ Setiono, Ruie of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister lImu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Sebeias Maret. 2004. him. 3

3 Miichsin. 1khtisar Filsafat Hukum, iblarn. Jakarta, 2006, hlm, 14
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a.  -Perlindungan Hukum Prevenuif merupakan periindungain hukum yang aiberikan
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ol=h pemerintan dengan tujuan untik mencegah sebelum terjacinya perbuatan

melawan hukum yano teriadi daiam. masvarakat serta memberikan hatasan-

patasan dalam meiakukan suatu kewajiban.
0. Perlindungan Hukum Represif-merupakan periindungen hukum akhir yaing berupa
sanksi seperti denda, penjara, kurungan dan hukuman ambzhan yang diberikan

apabila sudah terjadi perbuatan melawan hukum.*
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Menuiut Phitipus - M. Hadjon bahwa sarana perlindungan = Hukum ada
dua-macam, vaitu :

a. Sarana  Perlindungan Hukum Preventuif vyaitu, subyek hukum diberikan
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kesempawan - untuk -~ mengajukan keberatan atau pendapatnya - sebeium adanya

keputusan - pemerintah . yang -bertuivan - untuk. mencegah. terjadinya  sengketa.

Periindungan hukum ini menndorong pemerintah untuk bersikap hati-hati cdalam

mengambil keputusan.

o

Sarana - Perlindungan. - Hukum ~Represif - bertujuan . -untuk menyelesaikan
permasalahan hukum Prinsip yang mendasari. perlindungan hukum' adalah

pengakuan dan periindungan terhacap hakasasi manusia yang dikaltkan dengan
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tujuan dari-negara hulum

£
i

Hukum berfungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia, dengan demikian
perniegakan hukum harus memperhatikan

- Kepastian hukum {Rechtssicherkeit);

[e})
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b. Kemanfaat Hukum (Zeweckmassigkeit);

(@]

~Keadilan hukurmi (Gerecntigkeit);

440 A
I5id. hilm. 20
"~ Philipus M.'Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat; Surabaya Bina llmu, 1987 him, 30

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




d. Jaminan nukum (Doelmatigkeit).®
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Penegakan hukiim dan-keadilan-harus: disertai dangan alat bukti-dan barang

bukti agar danat menciptakan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan sesuai

dengan keadaan masyarakat. Kepastian dan Keadiian hukum terjaai jika para
perangkat hukum melaksanakan dengan calk aturan yang telah berfaku sehingga dapat
meminimalisir terjadinya sehuah pelanggaran hukum ’

Jika hukum dilaksanakan dengan baik maka akan terwujudnya sebuah tujuan
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hukum yaitu - untuk-memberikan suatu ketertiban dalam kehidupan berimasyarakat,
ketentraman dan kesejahteraan dan hukiim dapat melindungi hak dan kewajiban setiap

manusia. Pedoman dalam kenidupan ermasyarakat imerupakan aturan nukum tertulis
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yailu peraturan-perundang-uncdangan dan aturan hukum tidak teitulis yaitu fiukum

adat,

Keputusan hakim yang satu dengan yang lainnya pada Kasus yang Sama

merupakan - sebuah kensistensi nukum yang dapat menciptakan seduah Kepestian
hukum?®; Secara normatif kepastian hukum merupakan suatu- peraturan yang. dibuat
secara Jelas, pasti dan logis. Jelas yang berarti tidak menimbulkan multi tafsirdan

logis yang berarti tidalk berbenturan dengan peraturen peruncang-undangan yang fain
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dan tidalk adanya kekosongan hukum.

£
i

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya
pengayoman terhadap harkat dar martabat manusia sebagai subyek hukunm - untuk

rmendapatkan. - kepastian - hukum. daiam - menjalani - kehidugan Eermasyarakat.
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Perlindungan hukum berumber pada Pancasila dan sarana . perlindungan hukum dapat

dilakukan secara preventif dan represif.

® Ishag. Dasar-dasar llmu Hukum. Jakarta. Stnar Grafika. 2009. him. 43
"bid. hilm. 44
%~ Peter Mahmud Marzuld., Pengantar limu FHukurm, Jakarta. Kencana. 2008. him. 157-158
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2.2 Pejabat Pempuat Akia Tanah
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2. 2.1. Pengertian dan Dasal Hukum Pejabat Pambuat Akta Tanah

Menurut Pasal 1 ayat. (1) . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan :
“PPAT. adalah Pejabat Umuim yang diberi kewenangan - untuk

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
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mengenai Hak Atas Taran atau iHzak Milik atas Satuan Rumah Susun™

Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas pokok vang diatur dalam Pasal 2

Peraturan Pemerintah Noror 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Pembuat  Akta  Tanah yazitu melaksanakan sebagiar ksgiatan Pendaftaran Tanah

dengan membuat akta sebagai bhukti bahwa telah dilakukannya perbuatan hukum

rmengenal Hak atas Tanah atau Hak Miiik atas Sawan Rurah Susun yang dijadikan

dasar hagi pendafiaran perubahan data pendaftaran tanzh. Perbuatan hukum yeng

=
o

% B dimaksud meliputi :

5

L2 1. Jual Beli,

Wi <L

=0

% o0 2 Tukar ienukar;

3. Hibah:

£
i

4. Pemasukan ke dalani Perusanaai (inbreng),

5. Pembagian Hak Bersama (waris)
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6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ates Tanah Hak Milik;

/. Pemberian Hak Tanagungan,

8. Pemberian Kitasa Mernbehankan Hak Tanggungan.
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PPAT diberi kewenangan menurut Pasal 3 Peraturan Pemerinah Nomor 37

| RepOSITORY.UB.ACID |

Tahun 1998 yaitu untuk mejakukan peituatan hukum tersebut ke dalam akia PPAT

sehagai hukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentuy. mengenai hak atas

tanah. PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta yang telah aisebutkan di
elas, meliputi-akta peralihan hak atas tanah dan akta pernbsbanan hak aias tanab.
Keseluruhan - peraturan. perundang-undangan tersebut. di atas secara. tegas

menyatakan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum, sehingga sama kedudukannya
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derigan Notaris yang juga disebut Pejabat Umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 2 Tahiin 2014 tentang Perubahzn Undeng-Undang Nomer 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

“Notarls adatah pegjabat umum yang berwenang untuk membuat akia

otentik-dan- kewenangan . lainnya -sebagaimana dimaksud - dalam

undang-undang in1.”

2.2.2 Jenis-Jenis Pejabat Pembuat Akta Tanzh
Pasal 1 Peraturan Pemerirtah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan ada 3 macam

2PAT, yaitu

<
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a.- Pefabat ' Pamhuat - Akta- Tanah (PPAT) -adalah pejabat - umum- yang - memiliki

£
i

kewenangan untuk membuat akia-akta otentik mengenai perbuatan hukum teitentu

yang menimbulkan beralihnya suatu hak atas tanah. PPAT yang dimaksud dalam ayat
y y

iniadalah lulus program - pendidikan spesialis Notaris (Magister Kenotariatan) atau
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lulusan pendidikan tingai khusus PPAT.

(ay

Pejabat Pembuat Akta ~Tanah Sementara adalah’ pejadat pemerintzh yang ditunjuk
karena jahatannya untul: melaksanakan tugas, sebagai PPAT dengan membuat akta

otentik didaerah yang belum cukup terdapat PPAT, misainya camat dan kepala desa.
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C. Pejabat Pembuat Akta Tanai Khusus adalai pejabat yang bekerja di Bauari Pertaniahan

| RepOSITORY.UB.ACID |

MNasional yang ditunjuk karena jabatannya guna melaksanakan tugas PPAT dengan

membuat akta PPAT tertentu khusus dalam. rangka pelaksanaan program atau tugas

pemerintah tertentu, misalnya Kepaia Kantor Pertanahan.
Perbedaen - antara Pejabat Pembuat Akia  Tanan, Pejabat Pembuai Akla  Tenah
Sementara dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus: :

a. PPAT diangkat oien Menterl, sedangkan PPAT- Sementara dan PPAT -Khusus
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ditunjukc oleh Menteri- yaitu sekarang Menteri Agrana.,

b. PPAT diangkat dengan memenuhi syarat vang ditentukan oleh Pasal 6 Peraturan

Pemerintah  Nomor 37 Tahun 1998, sedangkan PPAT Semmentara adaian - Pejabat

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Pemerinteh dan: PPAT  Khusus adalai ‘Pejabar dari Badan Pertanahian Regublik

Indonesia.

c. Dalam menjalankai tugas dan kewenangannya FPAT dan PFAT berhak mendapatkan
honorarium  maksimal 1% senilai harga transaksi sedangkan PPAT Khusus tidak

mendapatkan honararium.,
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2 2.3 Hak dan iKewajiban Pejabat Pembuat Akta Taneh

£
i

PPAT - berpedoman  pada  hukum- positif = untuk = melaksanakan  tugas . dan

kewenarigainnya yang diatur dalam Peraturan Peinerintan Nomor 24 Tahun 2016 tentang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomoer 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Peiabat Pemhuat Akta Tanah.
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a. Aak PPAT meiiputi :

| RepOSITORY.UB.ACID |

~Dalam menjatankan jatatannya PRPAT berhak untuk mencdapatkan: honor setinggi-

tingginya 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di daleam akta yang

dibuatnya;
< PRPAT berhak mengambii cuti bitamana PPAT tidak dapat menjalankan tugasnya daiam
waktu tertentu;

- PPAT berhak untuk memperoieh informasi terkini serta perkembangan peraturan
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pertanahan;
- PRPAT berhak untuk memperoleh. kesempatan mengajukan. pembelaan diri sebelum

ditetapkannya keputusan pemberhnentian sebagai PPAT,;
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< PPAT bolen merangkap jabatan sebagai Notaris, konsultan atau penaszhat hukum;

- PPAT berhak untuk -menclak membuai> akta -bila -melanggar peraturan .- perundang-

undangan.

b. Kewajiban PPAT
ewajiban merupakan sesuatu vang waiib dilakukan oleh yang barkepientingan yang
dalam hal ini ada PPAT, jika PPAT tidak melaksanakan kewajibannya maka “akan

dikeriakan sankst. Kewajiban PPAT adalah sebagat cerikut
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- PPAT memiliki kewaiiban administrasi untuk -menyimpan dan memelihara data PPAT

£
i

yang terdiri dari Daftar Akta, Akta Asli, Warkah Pendukung Akta, Arsip Laporan,
/Agenda, gan surat-surat lainnya;

- Menyampezikan. satiap alta vyang dibuatnye dan dokumer pendukung kzpada  Kantor

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pertanahan paling lambat 7 hari kerja;

- Memiberikan pemeritahuan tertulis kepada para pihak bahiwa FPAT teiah menyarmpaikan

akianya kepada Kantor Pertanahan:
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- Menyampaikarn laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor

| RepOSITORY.UB.ACID |

Pertanahan, Kepala Kanior Wilayah Kanter Perianahan dan Kepala Kaiter Pelayenan

Pajak paling lamhat tanggal 10 bulan berikutnya.

oy

Z2.3. Camat
2.3.1 Pengertian Camat
Beroasarakan Pasai 1 ayat 9 Peraturan' Pemetintah’ Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan dipaparken smengenai pengertian camat;yailu, seorang; koordinatosr atau
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pemimpin -yang _ diberikan. kepadanya kewenangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang daraim hal ini'menarngani urusan otonomi daerah dan tugas umum-yang

terdzpat di. wilayah- Kerja Kecameatan tersebut dari Bupati atau Walikota, ‘Camat dapat
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dikatakan sebagai kepala kecamatan yang merupakan  perangkat daerah atau kota.

Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas dasar usulan dari pegawai negzii Sipil

yang menguasai - pengetahuan: teknis pemestintahan, <dan remenuhi -persyaratan: sesuai
dengan . peraturan . perundang-undangan, yang. termuat dalam _Pasal 24 Peraturan

Pemerintah tersebut, yang dalam hal ini adalah sekretaris-daerah kabupaten atau kota.
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2 Dasar Hukum Camat
Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah . menyebutkan - bahwa ' kecamatar adalah’ bagian = wilayah ~ dari’ ‘daérah

kabupaten/kota vang dipimpin cleh camat.

’

2.3.3 Tugas dan Kewenangan Camat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Tugas dan kewenangan camat diatur pada. Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23
Tanhun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. - mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
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b. mengoordinasikan upaya penyeienggaraan ketenteramain dan ketertiban urmum;

| RepOSITORY.UB.ACID |

~

>mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,

d.. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;

€. mengoordinasikan pemelinaraan prasarana dan fasiiitas pelayanan umum;
{.° pemerintah desa wajin untuk melaksanakan pelayanan kepada masyaraket™ yang
berada dalam ruang lingkun tugasnya vang betum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa atau keluranan;
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g. - membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan.
Selain: menjalankan. tiigas, camat juga diberikan - kewenangan oleh  Bupati atau

Walikota untuk menangani otonomi daerah masing-masing yang meliputi beberapa aspek,
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aspek tersebut meliputi:

a. Rekemendasi;

b Pembinaan;

.Koordinasi;

o O

. Perizinan;
Fasilitasi;

Fengawasan;

. Penetapan;

o o« T ®

. Penyelenggaraan;

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

£
i

Dalam hal ini tugas.dan kewenangan camat-menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta

Tanah Sementara termasuk dalam tugas pembantuan seorang camat Karena tugas tersebut
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tidak termasuk dalam sembitan aspek tugas yang narus dikerjakan secrang camat yang

telah diberikan oleh wali kota seperti vang telah termiuat diafas.

2.4. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

2.4.1 Pengertian Pejabat Pembouat Akta Tanah Sernentara
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Pasal 1 ayat z Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 1998 teriiang Peraturan

| RepOSITORY.UB.ACID |

Jabatan Pejabat Pembuat Akla Tenah memberikan pengertian Pzjabat Pembuat Akta

Tanah Sementara adalah :

“Pejabat Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPAT
dangan ‘membuat - aida PPAT Gt dacrah yang belum cukup terdapat

PPAT oleh karena jabatannya”

Capat disimpuikan hahwa Pejabat Pembuat Akia Tanzh Sementara adalah
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Pejabat yang menggantikan posisi Peiabat Pembuat Akta. Tanah yang berada di
wilayah yang teiah ditujuk- keberadaannya untuk membantu masyarakat daiam

mefakukan perbuatan nukum yang berkaitan dengan peraliban hai di wilayah yzng

=
1S .

| S belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah.

[ 2

| &

|2

|8 2.4.2 Dasar Hukurn Pejabeat Pembuat Akta Tanah Sementara
| &

Sebuah _landasan utama yvang mendasari adanya pelaksanaan tugas dari
seorang PPAT Semeritara adalah terdapat pada Peraturan Pernerintah Nornor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, dalam geraturan tersebut rembahas

secara Khusus. tentang Pejabat. Pembuat Akta Tanah Sementara itu sendiri. Dapat
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diithat bahwa pengertian aari Pejabat Pembuat Akta Tanan Sementara termuat dalam

£
i

Pasal 1 ayat {Z), pengengkatan dan pemderhaniian termuat dalam Pasai 5 dan Pasal 8
ayat (2), kemudian caerah kerja. termiuat dalam. Pasal 12, pengangkatan iabatan

Pejabat Pembuat AKia Tanah Sermentara termuat dalam Pasai 15 hingga Pasal 18, dan
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Juga pelakeanaan jabzian Pejabal Peniduial’ Akta 'Tanah Sementara ierdapalt dalam

Pasal 12 sampai Pasal 32 peraturan pemerintah tersebut.

2.4.3 Kewenangan dan Tuj

)
v

as Pejahat Pembuat Akta Tanah Sernentara
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Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara memiliki kewenangan dan tugas yang

| RepOSITORY.UB.ACID |

sama dzngan’ Pzjabat Pembuat Akta ~Tanah yaitu rnelakuikan  perbuatan hukum

membuat akta Peiabat Pembuat Akta Tanah seperti yang termuat dalam Pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat AKta Tanah, Namur ferdapat nal yang mermbedakan antara Pejabat Pernbuat
Akta Tenzh Sementara dengzn Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait dengan daerah

kerja untuk meiakukan kewenangan dan tugas yang diberikan tersebut, yaitu banwa
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Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara hanya diperkenankan mzlakukan perbuatan
hukum membuat akta Pejahat Pembuat: Akta Tanah henya di wilayah keria sebagai

pejabat pemerintah yang menjacai dasar penunjukannya, Sedangkan Pejabat Pembuat

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Akta Tahah dapat menjatankan tugasnya di satu wilayah kerja Kantor ‘Pertanahan

kabupatan/kota.

2.4.4 Pegangkatan dan Pernberientian Pejabat Pembuat Akta Tanah Semeniarz
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara diangkat dengan Stirat Keputusan
Kepala Kantor Wiiayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di wiiayah yang beium

culkup terdapal Fejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib mengangkat sumpan jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanzhan Kabupaten/Kota
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di daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan seperti yang termuat

£
i

@
15
-t
[

=

ran Pemerintah terlait Pejabat Fernbuat Akta Tanah Sementara

berhenti - melaksanakar - tugas  Pejabai: Pembuat ~Akta Tanah apabila  tidak - lagi
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memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dar b, atau

diberhentikair ‘cleh Menteri, seperd yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) Feraturan

Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1998 tentang Peraturaan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah.
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2.5. Akia

| RepOSITORY.UB.ACID |

251 Pengertian Akia

Pengertian akta menuriit Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomaor 84 adalah:

“Surat yang aiperbuat demikian olen atau dihadapan pegawai yang
berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup tagi kedua belan
pihak darn-abli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagel
hubungan hukum, tentang segata hal vang dissbut didalam surat itu sebagal
pemberitahuan hubtingan langsung dengan perhal pada akta itu”

Secara etimologi menurut S.-J. Fachema Andreag¢, kata “akta” berasal aari bahasa
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latin “octe” yang berarti “geschrift” atad surat.® Menurut R Subekti- dan R. Tjitro
Sudiho,  kata-kata akta beraszal dari kata “acta” yang merupakan beniuk jameak dari

Kata “actum”, yang berasal dari bahasa iatin yang Derarti perbuatan-perbuatan.*® A.

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Pitlo, yang dikutip Suharjonc mengemukakarn bahwa akta adalah suatu surat yzng

ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dip=rgunakan cleh

orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat."* Menurut Sudikno Mertokusumo,

alta’ rerupakan surat  'yang berisi tentang perisiiwa-peristiwa dan 'diberi tanda
tangan,yang menjadi suatu dasar dari sehuah-hak atau perikatan, vang dibuat sejak
awal dengan sengaja yang beitujuan unfuk sebuah pembuktian.*? Akta sendiri dibagi

menjadi dua macaim sesuat dengan Pasal 1867 KUHPerdata, yaitu:
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1. Akts Otentik

£
i

Akta otentik merupkan akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang telan diberi
wewenang kepadanya untuk iu oleh penguasa, menurui ketentuan yang telah ditetapian,

dengan - bantuan. dari -pihak yang memiliki kepentingan maupun  tidak - memiliki

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kepentingan, yang kemudian mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya

cieh yang berkepentingan.

% Suharjono, Sekilas Tinjauan Akta Menuru: Hukum, Varia Peradilan Tahun XI Notnor 123, Desember, 1995,
nim.123

Y R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, him. 9

'Y Suharjono, op. cit., hal.43
2. sudikno Mertokusunio, Hukum Acara Perdata indonesia, Liberty, YYogyakarta; 1981, hlm. 110
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2. AKta Dibawah Tangan

Akta dibawsh fangan adalah akta yang dibuzt dan ditandatangani oieh pihak-pthak

vang bersepakat dalam melakukan sebuah perianjian etau  antar pihak-pihak yang

| RepOSITORY.UB.ACID |

berkepentingan saja.

2.5.2 Akta vano dibuat oieh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah Sementara
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Yang dimaksud dengen akia PPAT —adalah  alta 'yang menjadi’ bukit telah
dilaksanakannya pertuatan hukum tertentu mengenzai hak atas tanah atau Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun yangdibuat oleh PPAT.™ Bentuk dan jenis akta Pejabat Pembuat

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Akta Tanah sesual dengan ketentuan Pasal 92 ayat 1 Peratran IMenteri Agraria/epala

Badan Pertanzhan Nasiona! No. 3 Tahun 1897 tentang Ketantuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 2 ayat 2 Peraturan

«

Pemerintalh Nomor 37 Tahun 1998 |0 Pasal 2 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasicnal No. 1. Tahun 2006 tentang. Ketentuan. Pelaksanaan PP No. 27 - Tahun.1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu akta:**

1.3ual beli;
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2. Tukar menukar;
3. Hibah:

4. Pemasukan ke dalam peruszhaan atau disehut juga inbreng;

£
i

5. Pembagian hak bersama;

6. Pemberian hak guna bangunan/nak pakal atas hak milik;
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7. Pemberian hak tangaungan;

8. Surat kuasa memhebankan hak tanggungan.

Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah-Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jahatan Pejabat
Pﬂembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52)

Y Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
nini.92-93
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2.6. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah

| RepOSITORY.UB.ACID |

2.6,1 Pengertian Pendaftaran Tanah

Rumusan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 1 Avat (1) Peraturan

Perneriritah’ Republik Indonesia- Nomor 24 Tanhun 1997. Penaaftaran = Tanah
rerupakan rangkaian kegiatan yang ditakukar cleh pemeriniah s2care ferus menerus
berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpuian, pengolahan, pembukuan dan

penyajian serta pemelinaraan datia fisik dan data yuridis aalam bentik peta dan daitar
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rmengenai  bidang-bidang tanah daen satuan crumah susun termasuk permbsrian surat
tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknva dan hak milik atas

satuan rumah susuii seita hak-hak terteniu yang inernbebaninya. Bidarig tanah adalah
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bagian permukaan buni yang merupakan suziy bidang vang terbatas. ™

Menurut  kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendaftaran berasal dari suku

kata  “daftar” yang mendapat awalan pe-, sisipan —n dan akhiran —an adalah

percatatan narna, alamat sshagainya delam dafter o perinal mendafiar mendafiarakan.

Dalam proses. pendaftaran tanah Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

6

mengatur mengenai obyek pendaftaran tanah meliputi ;'

e. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guina Rangunan dan Hak Fakai;
b Tanah tak Pengatolaan:

¢. Tanah Wakaf;

d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

e. Hak Tanggungan;

f. Tanah Negara.
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Viengatasi ~permasalahn tanah diperlukan adanya pendaftaran tanah guna
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mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Sertipikat tanah

ditujukan untuk remierikan  Kepastian niukumi dan periindungan hukum - bagi

~ X Al 17
pemegang hak atss tanan.

' Jayadi Setiabudi, Ibid, him. 63.
2" Pasal 3 Peraturan Pemeriritah No.24 Tanun 1997 mengatur merngenai obyek pendaftaran tanah.

7. pdrian Sutedi Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Gafika, Cetakan Kedua, Jakarte, 2012, him.59.
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Pendaftaran tanah dapat dibedakan rmenjadi dua yaitu pendaftaran tanah unwuk
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pertama ‘kali dan pemeiitharaan data pendaiftaran tanah. Fendaftaran Taneh untuk

pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap. obyek

pendafiaran tanan yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 10
Tahun 1961 atau Feraiuran Pemerintali Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaitaran
Tanah.

Menurut Jayaai, pemeiitharaan data pendafiaran tanah merupakan kegiatan

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

perdaftaran ‘ianah uniuk  menyesuaikan data fisik den cata yuricis dalanm  pata
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, can seitipikat karena

adanya perubahan-perubahan yarg terjadi kemudian.*®
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Kegiatan pendattaran tanah imetiputi sebagai berikut™

a. Bidang fisik Keterangan mengenai ictak, batas dan iuas bDidang tanah dan

keterangan menaenai hangunan yang ada diatasnya :

b Bidang yuridis, keterangan mengenal status hukum bidang tanah dan satuan rumah
susun yang cidaitar,

C. Penerbitan surat tanda bukti hak yang berupa sertipikat.

26,2 Tujuan Pendaftaran Tanah
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Tujuan Pendaftaran Tanah menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria

£
i

dan ditegaskan kKembaii dalam Peraturan Pemerintai Nomor 24 Tahur 1997 tentang
Pendaftaran. Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hukum Kepada pemegang hak aas suatu bidang tanah, untuk menyediakan informasi
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kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah’ agar dengen mudah
Y } Y

Y Jayadi Setiabudi, op. cit,. him. 67
' Ihid, him, 8.
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dapat memperolen daia yang -diperlukan aalam- mengadakan perpuatan hukum

| RepOSITORY.UB.ACID |

PR 2N
mengenai bidang tanah. ™

2.6.3 Sisiem Pendaitaran Tanah

Boadi. Harsona: menysbutkan ada 2 (dua) sistem pencaftaran tanah. yaitu

sistem pendaftaran akta dan sistem pendaftaran-hak. Sistem pendaftaran tanah
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seseorang yang memiliii-hak baru harusiah dapat membukiikan dengan cuatu akta.
Bukan hanya aktanya -yang - perlu didaftarkan - namun . perbuatan  hukum  serat

perunahannya juga harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan. Sistem pendaftaran
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hak tampak dengan adanya Buku Tanan szbagar dokumen yang memuat data yuridis

dan data fisik yang dinimpun - dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat sebagai

surat tanda bukti hak aras tanan yang didaftar.”*

Sebelum 'berlakunya ~UUPA, '« indonesia - menganut  sistem pencaftaran = akta
(registration of deeds) vaneo diatur calam Qverschrijvings Ordonnantie 1824-27.
Oveischrijvings merupakan pejaoat pembuat akta atau surat perjanjian peralinan hak

atas tanah - pada masa itu. Pererima hak diberikan grosse akia sekbagai alat bukti
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terjadinva peratihak hzk. Setelah beriakunya UUPA, Indonesia, -mznganut -sistem

£
i

pendaftaran hak (registration of titles). Sistem pendaftaran tanah pada saat
berlakunya UUPA adalah bersifat nayat terang dan tunai Karena system pendafial

tanah di Indonesia sesui dengan hukum adat 22

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

2V Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah danPendaftarannya,, Sinar Gafika, Jakarta, him.114.
2L Op.Cit, Urip Santoso, 2011 :51-32

%2 ihid, Urip Santcso, 2014 : 361~ 362
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,

6.4 Pelaksanaan Pendafiaran Tanah

| RepOSITORY.UB.ACID |

Kegiatan pendaftaran. tanah meliputi - kegiatan pendaftaran tanah - untuk

I

pertama Kkall ‘initial registration’ dan pemeliharaan dalam . pendaftaran tanah
‘maintenance’. Pendaitaran lanah untuk periama kali-adalah kegiatan “peridaftaran
tanah vyang dilakukan -terhadap obyek  pendeftaran tanah yang  2eium cidaftar
berdasarkan Peraturan. Pemertntah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

rmadpun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tanun 1997 tentang Pendartaran 1 anah.
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Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tenah menurut ketentusn Pasal 1 Angka 12
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan vuridis dalam

peta pendafiaran, dafiar tanarn, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan seitifikat

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

dengan - perubshan-perubanan - yang - terjadi  kemudian, - Berdasarkan - Feraturan

Pemerintah _Nomor 10 Tahun 1961 Pendaftaran tanah untuk. pertama Kkali

dilaksanakan rnelaiui aua cala, yaitu secara sisternatik secara sporaaik.

2.6.4.1 Pendaftaran Tanah Secara Sistematik

Pendaftaran tanalh secara sistematik dalam Pasal 1 Angka 8 FPeraluran

Pemerinteh Mo 24 Tahun 1997 adzalah:
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“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan

£
i

secara serentak yang meliputi semua ooyek pendaitaran tanah yang

belum didaftar datam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Kelurahan”.?

Prosedur Pendafiaran - Tanah Secaia Sisternatik — berdasarkan * Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 meliputi :

a) Pembentukan Panitia Ajudikasi;
b) Adanya rencana kerja dan dilaksanakan di wilavah yang ditetapkan cleh Menteri;

. Qp. cit, Adrian Sutedi; Perzlihan Hak Atas tanah dan Pendsfiarannya, him. 126,

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




C) Pembuatan peta dasar pendartaran;

d) Penetapari leiak dan batas-bawas oidang tanahi,

e) Dipataikan dalam peia dasar pendaftaian;

f) Dibarikan nemor pendaftaran dan dibukulkuan dalam daftar tanah;

@) Dipatakan . dalam peta pendaftaran,  dibuatkan surat ukur . untuk keperluan
pendaftaran haknya:

h) Pengumpuian data fisik serta penelitian data yuridis;

1) Pengurrniuman kebeniaran data fisik dan yuridis;

J)- Pengesahan hasil pengumuman;

k) Pembukuan;

1) Penarbitan. Sertipikat

| RepOSITORY.UB.ACID |

2.6.4.2 Pendarftaran Tanah Secara Sporadik
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Pengertian pendaftaran tanah secara sporadik dalam Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1957 Pasal 1 angka 11 adaian:

“Kegiatan pendaftaran tanah uatsk pertama kali mengenai saiu atau

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah

suatu desa atau Keiuranian secara individual atau missal™.

Pendaftaran tanan secara sporacik dilaksanakan atas permintaan pinak yang

berkepentinpan,. yaitu - nihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang

bersangkutan atau kuasanya.”*

Prosedur - Pendaftaran . Tanah - secara. Sporadik - bercasarkan . Peraturan
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Pemerintah Nomor 24 Tanun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

£
i

z) Dilaksanakan atas permintazn pinak yang bersangkutan;

b Pembuatan peta dasarpencaftaran;

¢) Penempatan tanda batas di sudut bidang tanah yang bersangkutan;
d) Pengukuran, pemeteaan bidand tanah dan pembuaian peta pendaftaren;
e) Pembuatan daftar tanah;

f) Pemiuatan surat ukur;

g) Penetapan pemberian hak;

hy Pembuldtian hak lame dengan alat-alat buici;

i) Pengumuman hasil penelitian yuridis;

J). Pengesahan hasil pengumuman;

K) Pembukuan hak;

I) Fenerpitan sertipikat.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

?4. thid, him. 136.
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2.7. Sertipikat Tanah

| RepOSITORY.UB.ACID |

2.7.1 Pengertian Sertipikat Hak Atas Tahah

Sertipikat hak atas menurut Pasal 1 Angka 20 Peratuan Pemerintah 24 Tahun 1997

tentang Pendaitaran Taian adaiah

“surat-bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) nuruf
¢-UUPRA, untuk hak  atas tanai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak
milik atas satuen rumah susun dan hak tanggungan vang masing-
masing sudah aibuktikan dalam huku tanah yang bersangkutan’

Di datam certiptkar werdapat keterangan rnengenal data fisik dan data yuridis
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mengenai tanah vang didaftar sehingga sertipikat - marupakan- alat-bukti. yang. kuat.
Serpikat sebagal tanda bukti yang kuat mengandung arti bahwa selama tidak dapat

dibuktikan ‘sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum ci dalamnye harus

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

diterima sebagai data yang benar, sebagaimana juga depat dibuktikan dari data yang

tercantum dalam buku tanah dan’ surat ukurnya.”

2.7:2 Fungsi Seitipikat Tanah

Secara umum fungsi kegunaan dari sebuan sertifikat tanah adaiah merupakan
alal pembuktian yang kuat cahwa sl pemegang hak atad orang yang naimaiya

J

tercantum dalem seriipikat tanah adalah orzng. yang  berhak atas tanah yang
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bersangkutan.“®

£
i

2. 7.3 Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Sertipikat hak atas tanan berfungsi sebagai alat pembuktian yang Kuat hai ini

merupakan fungsi yang paling utaima sehagaimana dijelaskan dalam Pesal 12 ayat 2

huruf C Undang-Undaing. Pokok - Agraria dan Pasal 32 ayat 1 Paraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal ini menjeiaskan bahwa,

25 \ Lo aF oA ¥
Pasal 19 ayat (2) huiut c UUPA
8 Herman iHermit, Care Mermperolen Sertifikat Tanah, Maju mundur, Bandung, 2009, him. 3L.
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sertipikat merupakan suaiu tanda pukti hak yang beriaku sebagai tanda bukii yang

| RepOSITORY.UB.ACID |

kuzt mengenai  data fisik dan data yuridis® tercebut sesuai dengan odata yang ada

dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.?’

2.7.4 Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah

Seorang vang tercantum namanya daiam seitipikat hak atas tanan tidak dapat
diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah lewat waktu 5

(fima) tahun-dan statusnya sebagai perilik hak' atas tanah akan terus dilindungi
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renurut ketentuan: Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tzhun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah sepanjang tanah tersebut didapatkan dengan itikad baik.*®

| REPOSITORY.UB.AC.DD |
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2" Op. cit, Adrian Sutedi, Sertifixat 1ak Atas Tanan, hirn. 57.

%8 ihid, him. 194.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMEAHASAN

Gambaran Umum lL.okasi Penelitian

Secara administrasi, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 Kecamatan yang terdapat
302 Desa dan' 4 Keiurahan serta 1258 ausun. Luas wilayah Kabupatern Joimbang
1.159,50 km2 dengan kondisi topografi yang beragam. Sekitar 25% uvilayah herada

<500 meter aiatas permukaan laut, sekitar 5% berada di ketinggian >700 meter diatas
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permukaan laui. ‘Secara fopogratis Kabupatan Jombang dibagi menjaci tiga kavyasan

a. Kawasan Utara : Pegunungan kapur yang memiliki tanah Kurang subur, kondisi tanah

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

mendatar dan berbukit.

h. Kawasen tengeh - Berada di wilayah sebelah selatan sungai brantas, sebagaian besar

meiupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi vang bagus dan biasa ditanami

padi can paiawija.
c. Kawasan Selatan-: Merunakan daerah Pegunungan yang cocok untuk- perkebunan.
Kawasan selatan merupakan wiiayah yang berada di dataran tinggi >700 meter diatas

permukaan air faut
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Batas wilayah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

£
i

a. Sebelah timur : Kabupaten Mojokerto;

Sebelah barat : Kabupaten Nganjuk;

=

(]

Sebelah Utara ; Kahupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro:
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d. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang.

Kabupaten Jombang merupakan daerah aliran sungai Brantas yang tmana uniuk

tingkat pemenuhan 2ir certanian cukup Mmemadai dengan besaran 101,50% di musim

hujan dan 98,40% di musim kemarau | serta 95,10% di musim kemarau Il. Kebuiuhan
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air digunakan untuk mengaliri sawah sebesar 40.039 ha atau 92,04% dari total iuas

| RepOSITORY.UB.ACID |

iahan sawah di-Kabupaten Jormbang.

Jumlah . penduduk . Kahupaten Jombang . pada tshun 2015 adalah sejumlah

1.240.985 orang." Perbanadingan jumiah pencuduk laki-laki sejumian 617.194 orang dan

jumiah penduduk perempuan  sejumlah £23.791 oreng.  Kabupaten Jornbang secara

(9>]

konomis memiliki beberapa unggulan potensi daerah veng iika dimanfaatkan dengan

baik rnaka pertumbuhan perekonomian Kabupaten Jombang akan meningkat dengan
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pesat. Prasarana jalan yang ada di Kabupaten Jomoang adalah 44.428 kin jalan Negara,
71.145 km jalan Provinsi dan 462.600 km jalan poros. Desa. Dengzn-kaberadaan

infrastruktur yang balk maka Kkegiatan lalu lintas ekonomi di. wiiayah Kabupaten

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Jombang cukup prospex dan relatit tidak ada kendala yang cukup berart! sehingga

diperkirakan akan menjadi daerah yang memiliki potenst pengembangan ckonomi di

masa inendatang.
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Tabei 3.1

£
i

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jombang

NG Kecarnatan Luas (Km2) | Persentase 7
= 1 Bandar Kedung Mulyo 32.50 | 2.30 |
E b2 Perak 29.05 | 251 |
E 3 Gude 34.39 | 2.97 |
8 WA, hRieks oo Brawioual R0 Univefdlas By
5 [Ngoro .. | 4986 | 430 |
ad 6 | Mojowarno | 7862 [ 678 |

7 Bareng - 94.27 | 8.13

8 | Wenosatam 21.63 | 10.49 |

! Kabupaten Jumbang Dalaim Angka, Giakses ¢i Www.bps.go.id/kabupaten-jombarnig-dalam-angka pada tanggal
02 Juii 2018 pukul 19.00°WiB pada tenggal 01 Juli 201€ pukul 12.00 WIB
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9 | Mojoagung _9@@_____\____5_.;9_____]
2 10 - | Sumobito £1.64 - 411
E: 11 - | Jogorote 28.28 | 2.44 ;
£ 112 | Peterengan a 29.47 | 2.54 |
I 13 | | Jombarg 26.40 | 3:14 |
= 14| [ Megaluh, o &0 | Re84itnry |inive2ddas BY
15 |Tembelang .. .| 3294 | 284 |

< 16 | Kesamben | . 5sLr2 [ 446 |
= 17 | Kudy (il A = el

O 18 | Ngusikan 34.98 \ 3.02 i
= § 19 /| Plosc 25.95 | 22475 1|
2 120 | Kebuh 97.35 | 8.40 |
WL 21 | Plandaan 12040 | 1038 |
> oo . Jumlah- | 115950 | 100% _ |
I - CDOSHORL URivarsiias srawiava _=aaaoions UniVESEas Bk

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018

0
%

Berdasarkan data diatas dapat digambarken hahwe 5 bhesar Kecamatan yang

memiiki wilayah yang cukup luas di Kabupaten Jombang adalah Kecamatan Flandaan
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merupakan wilayah teriuas di-Kabupaten Jombang dengan {otal 'luasan 120.40 km2.

Selznjutnya ada Kecamatan Kabuh dengar luasan 97.25 km2, Kecamatan Bareng dengan

luasan 94.27 km2, Kecamatan Mojowarno aengan luasan 78.62 km2 dan Kecamatan

% Kuau dengan tuasan 77.75 kim2. Luasan witayah di Kabupaten Jombang dimanfaatkan
b . sehagai lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
5=
e P Tabe! 3.2
= o Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Jombang
=) No | Kecamatian Luas (Ha)
1 | Bandar Kedung IMulyo 3538 |
& 2 | Penak ia 4181 |
3 Gude /: 4552 |
Aot DIWeke o yiayz onos50 Uniy
= 5 INgoro. ... | _ 4741 |
E 6 [Mojowamo ] (102
= 7 Bareng 5366 |
| g 8 | Wonosalarn 509 i
| 9 Mojoagung 2931 |
8 10 | Sumobiio 4633 |
= 11 - [ Jogoroio 2104 |
12| Peterongan. a0 |
13 | Jombang | 2885 . 1
14 | Megaluh 362 |
15 | Tembelang : 4282
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2] 16 | Kesampen 5115 |
|3 A7 | Kudu 1359 |
E: 18 | Ngusikan 1303 |
e 19 | Picso 2602 |
8 2 Kahuh i 2999 |
= { 21 Plandaan ... . .. 336¢ _J

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018
BerdasSarkan Gata diatas maka dapat digambairkan bahwa Kecamatan Mojowaino
merupakan wilayah dengan fuasan izhan Pertaniannya mencapai- 7102 ha. Selenjutnya

Kecamatan Bareng dengan luasan 5366 ha, Kecamatan Kesamben dengan luasan fahan
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5115 ha. Terakhir kecamatan Wonosalam merupakan wilayah yang terkecil aengain total

0
%

iuas dzhan 509 ha. Lahar pertanian yang digunakan di- Kabupaten Jombiang bervariatif

mulai dari Padi, Tebu, Jagung, Koni dan lain sebagainva.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Tabei 3.3
L tas i_ahan Non Pertanian (lHutan)
di Kabupaten Jombang

<
>
<
v (e sitas Brawiiava  Ranasitons Liniv
é B . No | | Kecamatan .| Luas(Ha) |
& 1 | Bandar Kedung Miulyo | - |
w <L 2 'Perak - | I |
=0 i : ! —|
% ) 3 Gudo | - |
4 | Diwek a\ | - |
5 | Ngor | : |
6| Mojowarno. | 936 . |
7. |Bareng . ol . 261 . . |
8 | Wonosalam | 6682 |
[a] 9 | Mgjoagung i 1404 |
= 10~ "Sumobito | - |
E 11 | Jogoroio | V|
2 12 /| Peterongan | |
Ini3edddembagayiiava  Rbnositary Lnis |
= inddo i Megali o iios s pLoccian Lok /
15 | Tembelang YDA |

17 | Kudu
18 /| Ngusikan

16 | Kesamben 1 - |
i ‘
i
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[a] 19 | Pioso 1 1

|G T5¢ e B BDOSTRE UT

ng 20 Kabuh ! 4537 __4‘
|z 21| Plandaan , 3456 |
e Total | o | 23142 |
g Sumber : Pata Sekunder, diolazh 2018

i

Selain lahan pertanian dan hutan, penulis juga menyajikan jurnian ladustii yang
terdapat di Kabupaten Jornbang, Jenis Industri yang disajikan penulis dibedakan menjadi
tiga jenis yaitu industri kecil, incustri sedang dan industri besar. Industri ini merupakan

satah satu- penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang melatul redribusi
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perizinan dan sebagai penggerak ekonomi masyarzkat yang terdapet di wilayah sekitar

0
%

Industri.

r

.
& Tabei 3.4

§ Jumlah industri Menurut Kelormpok di Kabupaten Jembang

No Kecamatan | JenisIndustri_ . . |

<r [T e | Kecil [ Sedang | Besar |

> 1 Bandar Kedung iviulyo | 1 AN -

o 2 | Perak | 8 PV 4 L oTay

< = 3 | Gudo | 120051 : - |

Z = 4, | Diwek I Remositbry U oBray

S < By UPNasresitas Rrawijayd  Rahosithry Lhivedsitas Rral

S0 6. | Moiowarno 36 RN T

>0 7 |Bareng WS e A S

& |Wonosalam [ 3 oo

9 Mojoagung | 41 4 \ -

10 | Sumobitc : 34 - | 1 |

11 | Jogoroto | 23 | - |

o 2 _| Peterengan | 29 L - |

A3 Ullombang ¢ Rrawiinys | RMBosithry L Brivedsitad 3Bra)

E 14 | Megaluh ave Rénasitibry Univ BT

15 |Tembelang | 11 [ 2 -

18 16 | Kesamben | i3 2 - |

E 17 | Kuau | 3 - - |

M 18 | Ngusikan | 6 - | - |

119 | Plaso iaya 9 | 2 sitasl Bray

20 | Kabuh | 6 hry |2 - |

21 | Plandzan =Y S NS S T

 Jumlah [ 54 2% | 8
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Sumber : Data Sekunder, diclah 2018
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Industri di Kabupaten Jombang dikelompokkan menjadi tiga ienis yaitu Industri

besar, yaitu perusanaan dengan juinlan pekeija 100 orang atau iebih. Kemudian industri

sedang denganjumiaf pekerja 2099 orang. Teraknir industri kecil asngan jumlah
pekeria 5-19 orang.. Pengggolongan sebagai industri besar, sedang atau kecil adalah
melaiul- kajian data penggunaan Listrik dan penggunaan air dengan menggaoungkan

variable data seperti nilai produksi, tenaga Kerja serta variabie lainnya.
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Tabe! 3.5
Jumlah Pemohon Pendaftaran Tanah di Kabupaten Jombang

r

2 "No | . Kecamatan . Pemchon | JenisHak Atas Tanah - |
|2 ! | | | Hak Milik | Hak Guna | Hak Pakai |
. | | Bangunan |
I8 | 1 | Bandar Kedung Mulyo | 1 | - I 1 |
S | © | Perok prawjaygd Reposty awijal
-2 { Glde Braveijaya > | } ; |

Sl 2 | Diwek Bravdiava awiial
z-t 5[ Ngoro BraZisud  Renncithre | o]
PPl 6 Mojowarno [ - T
gl [Buweng A o L e e B }
& | 8 | Wonosalam . | - - - |
S é \ 9 | Mojoagung pravgjayg : 1 aWIa)
% o | 10 [ Sumobito | 1 | 3 1 !
11| Jogoroto ‘ 1 ' Aawiial

BN 212 Reterondathiversitas Rrawiiavd  Reposithry Universilas Brawiial
13| Jombang 88 | 5 | 69 1 21

14 [Megaluh T - | - 1

15 [Tembelang - - -

[al | 16 | Kesamben - | - - - |
E 1770 PKUdU | - : - ! - |
2 18 | Ngusikan | lijaya ) lawiial
£ 19| Ploso Brawliiava 1 |
I: 20, L Kabuh, | Jniversiine | Brawiiaya Renositbry Un riversitas Brawiiz |
L] ' 21 | Plandaan | T - e Dinwiin |
L Jumlah 105 | 5 70 30

Sumber : Data Sekunder, dioiarn 2018
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Berdasarkan data diatas bahwa kepengurusan sertifikat hak atas tanah lebin dominan

| RepOSITORY.UB.ACID |

terletak di Kecamatan Jomibang. Hai ini karena i Kecamatan Jombang terdapat banyak

bangunan perumahan dan rumah toko. (ruko). Masyarakat Kahupaten Jombang

memang belum terfalu memikirkan tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanan. Hal
ini dapat dilitat dari minimnya pemohon yang mendaftarkan hak atzs tanahnya di Kantor
Pertanahan - Kabupaten Jombang.” Kurangnya  kesdaran.  huku - masyarakat —dalam

melakukan pendaftaran tanah kKarena masyarakat masih menganggap bahwa tanah yang
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tetan dikuasal secara turun temurin sudah cukUp aman meskipan secara iegalitas beium
memiliki bukti yang kuat veitu sertipikat tanah.

Masyarakat di Kabupaten Jombang kebanyakan nanya memiiiki bukti kepemilikan

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

tanzh ‘seperti Petok D atau Létisr C atau Akia Jual Beli.> Menurut penulis hak yang

disshutkan itu bukan merupakan bukti kepemilikan tanah:melainkan hanyz sebhagai hukti

pembayaran pajak atau bukti telah melakukan juai beli tanah. Berdasarkan hasil

penclitian panulis bahwa 2aru sekitar 40% dari total luasan wilayah di Kecaratan Divwek
dan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang yang dikuzsai cleh masyarakat.yang
bersertifikat. Jika dihitung berdasarkan jumlah luasan. Kabupaten Jombang sebesar

1.159,50 km2, dikurangi-dengan tanah yang menjadi Hak ‘Negara serta dicocokkan
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dengan jumlah luesan lahan di Kecamatan Riwek dan Kecamatan Plandaan maka dapat

£
i

diperoleh gambaran sebagai berikut :
Tabel 3.5

Luas Wilayah Kecamatan ai iKabupaten Jombang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

No Kecamatan. | Luas(he) | Persentase | Total luas. |
| | lahan yang |
} Bersertifikat |

% Hasil Wawancara dengan Iswahyudi Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten
Jornbang pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 14.00 WIB
3.k

ibid.
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Sumber i Rato Sekunder, diolah 2018

] 1 [ Diwek 4700ha | 70% 3.290ha |
|2 | |

| & T

E 2" | Plandaan ; 12.000,4 ha 1 40% 4800ha
o

= ‘ ;
§ 1 | |

Berdasarkan data diatas paca kecamatan Plaridaan tidak iebih dart 50% tanah yang
memiliki sertifikat. Ha! ini karena kurangnya penoetahuan masyarakal tentang bukti
kepemiiikan tanah yang sah secara hukum yaitu Sertifikat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1)

dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kasupaten sombang No. 7 tahun 2012 {entang Pajek Bumi
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dan Bangunan Perdesaan dain Perkotaan (selanjutnya disebut Perda PBB) bahwa :
“Penetapan NJOP dtlakukan dengan cara membandingkan. harga

dengan opjeK lain yang sejenis meiaiui pendekatan objek pajak lain

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

vang tetakinya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.”

Pasal 6 Perda PBB Kabupaten Jombang menyebutkan bahwa :

“Tarif PBB pedesaar dan perkotaan ditetapkan oerdasarkari peijuaian
Objek pajak dengan NJOP sampai dergan Rp. LM dikenat tarif 0,19

dan ohiek paiak dengan NJOP diatas Rp. 1M dikanakan tarif 0,2%.”

Terkalt aengan penelitian’ penulis bahwa ~berdasarkan “jumiah total  penduduk
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Kabupaten Jombang sejumlah 1.240.985 orang mezka dibutuhkan rasic 1: 27.000 jiwa

£
i

terkait pemenuhan formasi PPAT." Berdasarkan penghitungan menurut Keputusan
Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 tentang Formasi Pejabat Pernbuat Akta Tanah yang rmana

Kabupaten Jombang diberikan 45 formasi PPAT, Sampai dengan tahur 2017, formasi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

PPAT di Kabupaten Jombang baru terpenuhi sekitar 39 orang.” Masih terdapat

Kekurangan 6 orang PPAT untuk memenuhi kucta PFAT sebagaimana diseoutkan daiam

Kegutusan Kepala- BPN No, 4 Tahun 2006.

* Hasil Wawancara dengan Iswahyudi Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten
Jornoang pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 14.00 WIB
>ibid
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| RepOSITORY.UB.ACID |

(65)

)

Faktor-Faktor 'yvang Menyebabkan PRAT di ‘Kabupaten Jombang: Tertambat

Mendaftarkan Akta yang Dibuatnya Kepada Kantor Pertanahan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ientang
Pendaftaran Tanah bahwe pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian yang dilaktkan
oleh . Pemerintah secara - terus. menerts, teratur - dan - herkesinambiingan, seperti

pembukuan, pengumpulan, pengeiolaan dari penyajian serta pemeliharaan data fisik dan
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data yuridis, digunakan bentuk peta can daftar mengenai bidang tanah dan satuen rumah
susun-termasuk nemberian sertifikat sebadal surat bukti haknya bagi bidang tanah yang

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak terteniu yang

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

membebaninya. Pendaftaran tanzh memiiiki tujuan untuk rmemberikan kepastian hak

atas tanah (recht kadaster) dan memberikan kepastian hukum.

Kedudukan Camar sebagai PPATS adalah sama kedudukannya dengan PPAT,

s

letapl PRPATS hanya mamiliki Kewenangan untuk membuat akta tanah yang berada
dalam - Kecamatan vang -merupakan wilayah- kerjanya.®  Sebagai- FPATS, Camat
bertanggung jawab atas kegiatainnya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Frovinsi,

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota daiv Kabupaten, serta ‘Kantor Pelayanan Pajak.
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Pertanggungjawahan sebagai PPATS ini berupa laporan bulanan-yang ciberikan secara

£
i

rutin setiap bulannya.’
Terdapat beberapa Taklor yang menyecabkan keterlambatan pendaftaran tanah

oleh PPAT di Kabupaten Jembang. Faktcr itu diantaranya adalah -

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

3.2.1 Kesibukan PPATS (Camat)

Camal sebagai PPATS harus berpedoman pada Peraturan Pemicrintah Nomor 37

Tehun 1998 tentang Peraturan Jabatan Fejabat Pembual Akta Tanah. Karena memitiki

b Efendi Perangin, 2004, Hukuim Agraria di Iridonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him.4

“bid hlin 7
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peran-dan fungsi yang sama maka pengangkatan PPATS harus mengikuti persyaratan

| RepOSITORY.UB.ACID |

sesuai dengan parundang-undangan yang ceriakil. Seperti yang disebutkan dalarn Pasal

7 Peraturan Kepala BPN. Nomor 4 Tahun 1299 tentang Ketentuain  Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 ientang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah bahwa FRATS yanig diangkat adalah jika PPAT Notaris beium

a
V) - .y
< mencukupi di daerzh tersehut ®
5=
r < Beraasarkan nasil penelitian iapangan, peran Camat sebagai PPATS dibutuhkan
S 0
i ~ — i/ 4 D 1, [P =y
S0 oleh masyarakal Kabupaicn Jombang Karetia :
a. Letak kantor Kecamatan vang. dekat. dengan pemukiman pendiiduk . sehingga
memudahkan akses bagi masyarakat;
13 B. Masyarakal yang akan mengurius pendattaren tanah tidak segan kepada Carnat
| <
| @2
| = .
& karena biasanya Carmat merupakan penduduk asli daerah tersehut dan hubungan
=
| Cainat dengan masyarakat leoih dekat daripada dengan PPAT;
¢. Masyarakat memiliki anggepan bahwa ketika pendaftaran tanah dilakukan oleh

mat sehagai PPATS maka ketika teriadi-permasalahan hukum akan-lebih mudah
penyelesalannya;

Permasatahan yang dihadapi Camat sehagai PPATS dalam mendaftarkan tanah ke
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BPN sehingga mengatami keterlambatar dikarenzkan tugas Camat hukan satu-satunya

£
i

sebagai PPATS. Camat juga bertugas sebagal pelaksana Pemerintah Daerah sehingga
waktunya terbagi atas tugas yang cilaksariakan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal

6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

selain tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1), kecamatan yang dinimpin Camat

juga memiliki ' tugas seobagai “peiaksana wewenang BSupali dan - Walikota  uniuk

menangani sebagian urusan Otonemi Dagrah, Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang

® Hasii Wawaricara Dengan Wiwik Mardiyanti 3.S0s Camiat Kecamatan Plaridaan pada tanggal 21 Juni 2018
cukui 20.30 WIB
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Nomoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah- disebuikan tugas Camat meiiputi

| RepOSITORY.UB.ACID |

9

1) Kordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat:

2) Kordinasi penyeienggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
3) Kerdinasi pencgakan dan penerapan perattren perundang-uncangars;
4) Kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana layanen fasilitas umum;

5) Kordinasi penyeienggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
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6) Pembianzan penyeicnggaraan Kegiaian pemarintahan ditingkat Kecamatan;
7)-Melaksanaka pelayanan masyarakat yang. menjadi ruang lingkup tugasnya dan

atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.,

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Berdasarkan Pasal Ciatas merupekan Satan satu penyebab PPATS {ertambat

mendaftarkan tanah di ‘kantor BPN. Camat sebagai pejabat publik harus. membagi

konsentrasi antara pejabat yang melayani masyarakat serta pejabat pembuat akta tanah

sementara. Pembagian wakiu yang kurang tepat menyebabkan Camat sebagai PPATS

terlambat mendaftar tanah.di kantor BPN.

oy ()

3.2.2 ‘Latar Belakang Pendidilkan
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Seiain faktor diatas menurut penulis penyebab keierlambatan pendaftaran tanah

£
i

clein PPATS adaleh karena fakior latar telakang pendidikan. Periu dikatahui -bahwa
yang dapat diangkat sehagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah ;™

a. Notaris;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

D, Pegawal dan bekas pegawal datam lingkungan Direktcran denderal Agraria yang

dianggep memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan pendafiaran tanah dan

peraturan lain yang berkaitan dengan persoaian peralinan hak atas tanah;

Nurhldayat 2015, Otonomi Dgerah Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, him.52
ALP. Parlindungan, 2ulJ. Pedonian Pelaksandaan Undang-Undang POKoK Agraria dan’ Tata Cara Pejabat
Pembu at Akta Tanah, CV. Mandar Maju, Bandung; him 22

12
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Orang yang teian lulus oaiam ujian yang diadakan oieh Direktorat Jenderal

| RepOSITORY.UB.ACID |

Agraria.'!

Penjelasan ketentiian diatas. mengenal syarat diangkat meniadi PPAT adalah

berkewarganegaraan indonesia, berusia minimal 30 tahun, berkelakuan paik yang
dinyatakan 'melaiui- surat keterangan yang dibuat’ oleh Instansi i<epolisian, ~beium
pernah dihukum penjara karena melakukan keiahatan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), sehat jasmani dan rchani,
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Lulusan Program Pendidikan Kenotariatan atau prograrm khusus Pendidikan Khusus
PRAT vyang. diselenggarakan oleh perguruan tinggi, serta lulus uiien PPAT yang

diselenggarakan olen Menteri Negara Agraria dengan materi seperti Hukum Pertarahan

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Nasional, Organicasican kelembagaan  Pertanahan, Pendafiaran Yanah, Peraturan

Jahatan PRAT, pemnbuatan Akta PPAT, seta Etika Profesi ™

raktor latar belakang pendidikan yang bukan merupakan Sarjana Hukum dengan

pendidikan Kenctariatan menuruc penulis meanjadi salah satu faktor yang menghamoat
kecakapan dalam pengurusan tanah miiik -masyarakat. Menurut penulis. akan. sulit
terperiuhi. oleh Camat untuk imenjadi seorang PPATS. Latar belakang pendidikan

menurut-penutis menjadi pernatian Khusus karena berkaitan dengan kecakapan dan
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kKemampuan Camat untuik melakukan prosedur-pendaftaran tanah dengan melengkapi

£
i

segala persyaratan yang dibutuhikan oleh BPN.

3.2.3 Kurang Lengkapnya Berkas

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Berdasarkan hasii wawancara penulic dengall PPAT (anonint A) di' Kabupaten

Jombang ‘menerangkan hahwa vang menyebabkan saleh satu faktor keterlambatan

pendatitaran tanah ke BPN adaiah tidak lengkapnya berkas-berkas yang dibutuhkan

2 1bid, hlivi 186
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uniuk - didaftarkan kepada BPN."" Berkas yang dibutunkan rmasin daiam proses

| RepOSITORY.UB.ACID |

pengumpulan sehingga imenghambat PPAT ontulk mendaftarkan dokiimen-dokumen

serta akta yano telsh ditandatangani oleh pemohon untuk didaftarkan ke BPN.

Berdasarkan hasil ~wawancara dengan PFAT (ancnim -A) hahwa = PPAT
sehenarnya mengetahui terdapat akibat hukum. atas keterlambatan pendaftaran akta
tanah-di BPN Kabupaten Jombang. Tetapi Karena sanksi yang diberikan hanya sebatas

feguran lisan, tidak teidapat efek jera yang membuzat PPAT sering mengutang
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keterlambatan pendaftaran hak atas tanah keoada Kantor BPN Kahupaten Jomhang.'*
Beberapa Ttakior yang menyebabkan keteriambatan PPAT dalain  melakukan

pendaftaran hak atas tanah i #abupaten Jombang yang mana tidak sesvai dengan

| REPOSITORY.UB A(?'ID |

ketentuan waktu diantaranya adalah lebih banyak disebabkan oleh pemohon atau

Mmasyarakat itu sendiri.

Rerdasarkan hasit wawancara dengan PPAT (anoninm A bahwa batasan wakta 7
hari yang disebutkan di dalam PP 24 Tahun 1997 tenteng Pendaftaran Tanzh dirasa

kurang oleh PPAT. Setidaknya butuh waktu minimal 14 hari kerja untuk melengkapi

(ox

. 4 it 15 N oy
erkag’ yang kurang sebelum  melakukan® pendatiaran tanah.”” Hal ini dikarenakan,

masyarakat yang cukup lama ketika diminta untuk melengkapi berkzs kekurangan
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sebelum mendaftarkan tanah ke BPN. Biasanya butuh waktu minimai 4 hari ketika

£
i

masyarakat ‘diminta untuk niclengkapi berkas, tetapi hal yang terjadi acalah justru

kelaurangan - berkas  tidak . sepenuhnye - dilengkapi - secara . bersamazn. . seringkali

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

masyarakat melengkapr berkas secara berkala/satu persatu. Seperti contoh yang

dibutuhkan ‘dalam pendaitaran tanzh seperti tormulir permchenan, alas hak (bukti

3. Berdasarkan hasil wawanczra dengan PPAT (anonim AY-pada tanggal 05 Juli 2018 pukut 02.10

* Ibid.

' Hasil Wawancara Dengan PPAT (ancnim B) di Kabupaten Jombang pada tanggal 02 Agustus 2018 pukul
2.30 WIR
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peroiehan hak), surat pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara

A- B = YA + - a1 TP T 5 16
fisik, surat sctoran BPHTB (SSB), dan Surat Setoran Pajax (SSP Pph).

A\ 79

Masyarakat seringkali tidak dapat memenuhi SSB dan SSP. Sehingga ketika

[ REPOSTORY.UBACID|

ingin melakukan pendaftaran tanah, PPAT mengalami hambatan. Jika saja masyarakat

yang melakukan pendaftaren tanah kepada PPAT sebeium = didaftarkan  di BPN

N
r

Kabupaten Jombang mengikuti prosedur pendaftaran dengan tertib, secara normatif

mengikuti ketentuan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka waktu 7 hari

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

akan culaup. Tetapt selama ini justra waktu 7 hari tidaic mencukups urtuk melakukan
proses pendaftaran tanah di BPN Kabupaten Jombang, '’

Menurut Rizky Luhur bahvwa dengan‘adanya akta dart PPAT maka sudan cukup

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

memiliki-kekuatan hukuri dan capat dijadikan alat bukti atas peralihan hak atas tanah

sehingga pemehen tidak memerlukan proses-selaniutnya- di Kanter EPN. Kabupaten

Jombang.'® Padahai, proses pendaftaran hak atas tanah yang diiakukan di BPN

merupakan preses untule memberikan kepastian hukum-bagi- Kepemtlilan tanal yang

dikuasai oleh magsyarakat. Masyarakat sering heranggapan bahwa PPAT mertpakan
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é pejabat yang berwenang mengeluarkan sertivikat kepemilikan tanah yana dikuasai oleh
(%)

oc 10

< pemohon.™ Menurul Faisol Adi Wibawa yang mendaflarkan tanah miliknya bahwa
=

=

proses pengumpulan- dan pengolahan data - fisik sebelum - melakukan pendaftaran

£
i

tanahnya dianggap sudah mewakili proses pendafiaran tanah di BPN Kabupaten

ombang beumgga kekurangan berkas tidak perlu dilengkapi secepatnya.

Sy

Y 1bid.

" Hasii Wawancara Dengan PPAT (anorirn | C) di Kabupaten Jombang pada tanggal 03 Agustus 2018 puku
12.30 WiB
% Hasil Wawancara dengan Rizky I .uhur pemohon pendaftaran hak atas tanah Kecamatan Diwek paca tanggal
7-Jli 2018 pukul 08.20 WIE.
. Hasit Wawancara dengan PPAT (anonim A) di Kabupaten Jombang pada tangga! 7. Juli 2018 pukul 10.30
WIB
2> Hasil Wawancaia Dengan Faisol Adi peimohon pendaftaran hak atas tanah Kecamatan Plandaan paca tanggal

02 Agustus 2018 pukul 17.55 W18

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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3.2.4 Banyaknya Akta yang Dibuat oleh PPAT

)

Menurut PPAT (anonim ) keteriaimbatan ‘proses pendaftaran tariah ke kantor

BPN Kabupaten Jombang iuga dipengaruhi oleh fumlah akta yang dibuat oleh

| RepOSITORY.UB.ACID |

PPAT. Seperti Pendaftaran tanah secara sistemik yang mana kegiatan pendaftaran
tanah - pertama kali “yang dilakukan  secara bersamazn - meliputi - seinua ~obyek
pendaftaran tanah yang belum didafiar ke BPN Kabupaten Jombeng dalam satu

kelurahan atau satu Desa.”" Jika saja dalam satu desa terdapat kurang lebih 72
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bidang tanah dengan luasan miasing-masing t000 m2 raka dibutuhkan waktu lebih

J
2

dari 7 hari bagit PPAT untuk dapat mendaftarkan semua bidang tanah t ersebut.?

Selanjutnya PPAT akan melakukan kegiatan pendaftaran tanah seperti penyesuaian

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

data fisik “dan yuridis sebelum mendaftarkan yang disesuatkan dengai  peta

pendaftaran.

Selanjutnya pengecekan daftar nama, surat ukur dan melihat riwayat tanah

=

beserta perubahan-perubahian yang terjadi. Menurut PPAT (anonim A, B dan C)
jelas dengan waktu 7 hari kerja dalam pengurusan pendaftaren tanah lebih dari 1
pemohon, PPAT akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Seharusnya PPAT

melakukan pendaftaran tanah secara berkala, keitke satu berkas telah lengkap segera
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dibawa ke BPN Kabupaten Jombang untul didafterken bukan menunggu semua

£
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pemohon selesai pemberkasan baru kemudian dibawa ke BPN Kabupaten Jombang
untuk didaftarkan, hal ini yang justru yang membuat waktu pendaitaran icbih dari 7
hari.

Seperti diketahui bahwa proses pendaftaran tanah tidak selalu berjalan baik dan

scsuai rencana. Proses pendaftaran tanah dengan satu peinohon saja mermbutuhkan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

walktu yang tidak cepat

,apalagi jika pengumpulan dan - penelitian data yuridis
' Hasil Wawancara dengan PPAT fanonlm C) di Kabupaten Jombang pada tanggal 03 Agustus 2018 pukul
12.35WiB

2 Ibid
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mengalami permasalahan maka aapat dipastikan waktu 7 hari kerja tidak mungkin

| RepOSITORY.UB.ACID |

dapat. terperahi. PPAT dengan jumlat Pemohon pendaftar tanah iebih deii satu

maka membutuhkan waktu yang lebih untuk memenuhi persyaratain yang kurang

atas tanah yang akan didaftarkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemohon behvia pendaftaran tanah yzng
dilakukan lebih cendeiung dilakukan hersama-sama dengan pemechon yana memiliki

Kepentingan yang sama dengan aiasan agar sekaii jalan. Hal ini yang menjadi alasan
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bagi pemohon uituk melakukan pendaftaran tanah secara bersama-sama dengan

masyarakat lain yang memilili tanah dengan lokasi yang berdekatan.”® Sedangkan

O

faktor lain yang diakibatkan dari banyaknya pemohon yang memohon pendaftaran

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

tanah -menyebabkan terlambatnya FPAT melakukan pendaftaran tanah kepada

Kantor BPN Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan proses pendaftaran tanan menjadi terhambat ketika PPAT sebagai

pelaksana juga mendaftarkan akta lain yang {idek berkaitan dengan pencatiaran
tanah. Berdasarkan “hasil - wawancara . dengan -PPAT  (anonim. C).yang. jiga
merunakan Notaris bahwa hampir setiap hari kesibukannya lebih banyak ‘pada

pekeriaan sebagai Notaris dibanding PPAT.? Jika PPAT hanya mendaftarkan tanah,
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profesi sehagal Notaris 1ebih. menyibukkan karena herus heruruisan dengan pihak

£
i

swasta seperti perusahaan, Bank atau lembaga pembiayaan terkait pembuatan akta

yang berkaitan aengan perjanjian.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pendaftaran tanah ke BPN yang membutuhkan waktu 7 hari Kkerja menjadi

terlambat karena PPAT yang juga merupakan secrang Notaris, sering disibukkan

dengan pembuatan akia lain seperti Akta pendirian Badan Jsaha, akta perjanjian

?3 Hasil Wawancara Dengan Faiscl Adi pemohon pendafiaran hak atas taneh Kecamatan Plandaen nDada tanggal
02 Agustus 2018 pukul 17.55 WIB

lasii Wawancara dengan FPAT (anonir C) di Kabupaten Joimbang pada tanggat 03 Agustus 2013 pukul
14.30 W12
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kawin, membuat perikatan juai beii tanaii, perjanjian hutang piutang, membuat akta

| RepOSITORY.UB.ACID |

PP . L R > A . > £ e a s> " -
fidusia.®® Hal ini yang membuat PPAT imenjadi tidak fokus karena ada pekerjaan fain

selain mendaftarkan tanah ke BPN Kabupaten Jombang. Menurut penulis, PPAT

harus bisa menggunakan waktu secara profesionai yang mana dapat menetapkan skala
prioritas dalam penyelesaian pekerjaan yang membutuhikan fokus yang lebin banyak

ceperti pendaftaran tanah di BPN Kabupaten Jembang.

Fendaftaran tanali harus febih diutamakan karena jangka wakiu vang ciberikan
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya 7 hari
kerja. Wakitu terseout tidak akan bisa dimaksimalkan jika PPAT juga disibukkan

dengan kegiatan iain yang berkaitan dengan profesinya sebagai Notaris. Seperti

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

contoh pembuatan. Akta Pembebanan Hak Tanggungan. yang juga membutuhkan

waktu 7 hari, menurut penulis pendaftaran APHT lebih singkat karena umumnya

benda Jjaminan yang akan. dibebankan dengan APHT sudah melengkapl berkas
persyaratannya. Sedangkan pendaftaran tanah mambutuhkan perhatian khusus karena
berkaitan dengan proses pertama dalam meiakukan pendaftaran tanah pemohon sering

terlambat untuk memenuhi berkas yang karang.
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Pendaftaran tanan baik secara sistemik atau sporadik membutunkan waktu yang

£
i

lebih banyak ‘dibandingkari PPAT mermbuat akta diluar kewenangznnya sebagai
PPAT. Dengan. demikian menurut penulis sa'ah setu yang menyebabkan PPAT

terlambat mendaftarkan pendaftaran tanan ke BPN Kabupaten Jombang karena

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kegiatan lain ~ yang diakukan @ PPAT yaltu 'merrbuat akfa o sestai dengan

kewenangannya sebagai Notaris. Berdasarkan hasil wawancara vang dilakukan cleh

penulis, PPAT (anonim C) menyebutkan bahwa jika hanya mengandalkan pendattaran

+

tanan maka PPAT tidak melaksanakan tugasnya sebagal Notaris mziainkan hanya

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




sebagai PPAT Yyaing meiaksanakan proses pendaftaran tanai. Maka PPAT -akan

melakukan' fugas sesual  dengan fungsi dan jabatannya  sebagal INetaris uniuk

i)

menunjang kerja PPAT %

| RepOSITORY.UB.ACID |

PPAT juga harus mengingat balkwa sanksi yang diberikan bagi- PPAT jika

terlambat mendaftarkan tanahnya ke BPN Kabupaten Jombang. Sanksi teguran hingga
pencabutan tugas sebagai PPAT, hendaknya dijadikan dasar untuk melakukan

perbuatan yang tidak merugikan banyak pihal. Ketika PPAT fokusnya ierbagi dengan
& P &
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pengurusan akta selain pendaftaran tanah, maka masyarakat sebagai Pemohon juga
dirugikan karena waktu yang dicutuhkan menjadi lebih panjang akibat PPAT tidak

mendaftarkan tanah yang sudah diamanatkan oleh Pemohon.

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

Perlindungan Hukum Bagi Pemohon Pendaftaran Hak Atas Tanah yang

Terlambat Didaftarkan cien PPAT
Materi yang Termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan

Proses pendaftaran tanah di Kantor BPN akan menerbitkan sertifikat
kepemilikan hak atas tanzh sebagai bukii yang dapat digunaken sebagal alat bukti

ketika terjadi sengketa. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c
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UUPA yang menyebutkan bahwa :

£
i

“Pernberian surat-surat tanda bukii “hak, yang berlaku sebagai alat

w

pembuktian yang kuat”

|0

| <L

% Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
&

g Pendaftaran Tanah bahwa scitifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegeng hak
15 _

"" yang bersangkutan sesiai-dengan data fisik-den data yuridis yang telah didaftar dalam
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buku tanan sebagaimana dimaksud dalami Pasal 30 ayat (i) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 ientang Pendaftaian Tanah.

Berdasarkan Pasei 3. Peraturan Pemerintzh Nomor 24 Tahun 1997 tentang

| RepOSITORY.UB.ACID |

v 4 e e 27

Pendafiaran Tanah, pendaftaran tanah bertujuan untuk :

e Memberikan kepastian Fukum dan perlindungan hukium atas hak suatu bidang
tanah, satuan romah susun dan hak lain yang terdaftar untuk mempermudah

pembuktian dir1 dari pemegang hak yang bersangkutan. Maka, - dengan
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diberikannya sertitikat inaka kepemilikan tanahnya menjadi tanda buktl yang
sah.

b. Sebagai penyedia informasi terhadap pihak yang berkepentingan, termasuk

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

pemerintah agar ~dapat memercleli data dengan mudah terkait dengan

pengadaan perbuatan hukum mengenai tanah dan satvar rumsh susun yang

terdaftar.

C. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

Dalam rangka memberiken kepastian hukum kepada pemegang hek atas tenah

dalam Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
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dijelaskan tentang kekuatan pembuktian sertifikat yang dinyatakan sebagai alat oukti

£
i

yang kuat' oieh UUPA. Selain itu pendaftaran tanah juga untuk menghimpun dan

memberikan informasi yang lengkap tentang bidang tarah terkait pembukuan bideng

] tanah untuk mengetahui bidang tanah yang belum lengkap data fisik dan data
| <
| Z yuridisnya (tanah sengketa). Kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2)
| O
& UUPA meliputi
=]

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b Pembuktian hak dan pembukuan;

o

°T Boedi Harsonc, 2007, Se jaran Pembentukan WUPRA, 15t dan Pelaksangannya, Diarmbatan, Jakarta, him 75
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C. Penerbitan sertifikat;

. Penyajlan data fisik dan data yuridig;
e. Penyimpanan dokumen dan data ymum;
f. Pendaftaran hak atas tanan.

Setelah Keseluruhan berkas dipenubi ‘dan ‘ditandatangani, PPAT imengajtkan
pendaftaran tanah kepada BPN Kabupaten Jombang. Sebagaimana disebutkan. di
dalam Pasal 40 ayat (1) Pecraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang
Pendaftaran Tanah bahwa :

“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hart kerja seiak ditandanganinya akta
yang bersangkutan. PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya
berikut dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk
didafiar”

Pagal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 247 Tahun 1997 tentang Pendafiaran
Tanah menjelasken bahwa :

“PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-
ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal
40 'serta ketentuan dan petunjuk - yang diberikan oleh Menteri atau
Pejabat yang ditunjuk dikarakan tindakan administratif berupa teguran
tertulis ,ampm pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan
tidak mengurangi kemungkinan. dituntut ganti kerugian oleh pihak-
pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oieh diabaikannya
ketentuan-ketentuan tersebut.”

Pendaftaran tanah dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja seiak
ditandatangani akta serta beikas yang diterima oleh PPAT kemudian didattarkan
kepada Kantor Perianzhan. Perjelasan Pasal diatas discbutkan bahwa PPAT selaku
pelaksana pendaftaran tanah, harus sezera menyampaiken akta yang dibuat kepada
kantor Pertanahan agar bisa segera diproses pendattaran tanahnya oleh Kantor
Pertanahan. Pada praktiknya PPAT tidak melaksanakan ketentuan wagta 7 (tujuh)

7

hari kerja untuk melakukan pendaftaran tanah. Tidak ferpenuhinya vvaktu 7 {tujuh)

hari kerja disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti penulis jelaskan pada sub



pembahasan sebelumnya. BFN- Kabupaien Jornbang tidak menerapkan ketentuan

| RepOSITORY.UB.ACID |

mengenai sankst yang diberikan kepada PPAT yang terlamial mendaficrkan aktanya

beserta dokumen-dokuimen vyang. bersangkutan sehingga tidak terciptanya kepastian

hukum terhadap pemohon pendaitaran hak atas tanah.

-
2 g, 2.3.2 ° Pemenuhan Perlindungan Hukuy
= g
(%3]
5( Perlindungan nhukum adalah kegiatan untuk meiindungi iridividu - denigan
=
% (an) rnenyerasikan hubungan dengan nilai atau kaidat yarg terwujud dalerm sikap dan
tindakan untuk menciptakan adanya keterfiban dalam pergaulan hidupg antar sesama
rmanusia.?® Perlindungan hukum merupakan hal yang melindungi subyek hukum
15 rmelalui peraturan perundangan yang mana clipaksakan pelaksanannya dengan canksi.
| <
| @2
[ 2 : 3
& Terkait pendaftaran tanah, nemenuhan perlindungan hukum terhadap pemohon belum
=
18 1 1= [ | 0 2E (R o . [ b As
& dapat dipenuii seiuruhnya. Hal ini dapat diiihat aalarm tabel dibawan ini .
< Tabe! 3.7
b
o 3 Data Pendaftaran Tanah BPN Kabupatein Jombang
S PO
) B (Butan Januari-Juni Tahun 2018)
oc
w < ository Universitas Brawijaya  Repaository Universitas Brag
= o [ No.| Bulan._ | Jumiah Tepat Waktu | . Terlambat -~ |
> S PO Pendaftaran i PR |
o PUESECTH AR S G D -
o | Februari | 477 435 ' 42 - |
'3 | Maret | 381 316 | 65 |
cAo | Aprl 559 E 528 | 3 |
, | 5| Mei | 452 299 | 53 |
| LGoclURl [ iniliareita 568 rawiizya  EB39neitar] | Univer Bias Bray
| L.t Jumlah. | . 2875 .. 2615 | . 260 . |

o
J
<
| &
=2
| 2=
| &
| O
| &
| @
| O
| &
o]
[~

Berdasarkan data dietas, jumlah pendaftaran  tepat wakiu dengan yang

terlambat memiliki- selisih. vang cukup- jauh., -Meskipun - terlihat kecil terkait

2% Muchsin. 2003, Perlindungan dan Kepastiann Hukum Dbagi investor- di indonesia, 'Surakalta, Penerbit
Univereitas Sehelas Maret; lm 2.4
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pendafiaran tanah meiebiht batas waktu 7 (tujuh) hari kerja, jika diakumulasikan

secara keselurahan dengan t0tal 260 permohonan yang tidak tepat weidu merupakan

anoka yang. cukup. tinggi. Jika dihitung dengan kerugian yang ditimbulkan akibat

| RepOSITORY.UB.ACID |

lebihnya waktu dalam proses pendaftaran tanah. Menurut penulis masih seringnya
lketerlambatant pendafiaran tanah  dilakukan ‘oleh PPAT kerena selama ini BPN
Kabupaten Jombang belum melaksanakan ketentuan sanksi vang diatur dalam Pasal

62 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaitaran Tanah.
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PRAT (anocitm A, B dai. C) dan Camat Kecamatan Plandaan dan Diwek tidak
memenuhi . waktu 7 (tyjuh) hari kerja -dalam proses. pendaftaran  tanah  yang

menyebabkan akibat hukum  yaitu PPAT dikenakan sanksi administrasi,

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

DD

pemberhentiarn dari jabatan PPAT hingga tuntutan ganti rugt yang dilakukan cleh

Pemohon pendaftaran ‘tanah. Meskipun dalam praktik. hal tersebut tidek pernah

dilakukan oleh BPN Kabupaten Jombang. Menurut penulis, tidak adanya sanksi yang

lllakukan ' sesuai - dengan  ketentuan perundang-undangan membuat PPAT lalai
melaksanakan ketentuan pendaftaran tanah sebsgaimana disebutkan dalam Pasal 40

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (tujuh) tentang Pendaiftaran
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Menurut penulis bahwa lebihnya waktu delam  nendaftaren tanah tidak

£
i

membatalkan terbitnya sertifikat hak atas tanah meiainkan hanya menunda terbitnya

sertifikat hak atas tanan atau scgala perouatan hukum yang dilakukan cleh masyarakat

terkait dengan pendaftaran tanah tidak menjaci batal ketika terjadi keterlambatan

4

pendaftaran tanah oleh PPAT kepada BPN. Hanya saja kemungkinan untuk

29

menimbulkan sengketa akan lecih besar.”

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Sanksi yang tidak tegas membuat PPAT sering menunda untuk memenuhi

| RepOSITORY.UB.ACID |

kekurangan berkas keiika terjadi pengerabalian akibat belum  terpenuhinya syarat

untuk melakvukan proses pendaftaran . tanah.  Berkaitan dengan. penelitian  yang

dilakukan penulis tentang pendaftaran tanah, bahwa periindungan hukum yang
diberikan kepadz Pemonon yang mendaftarkan pendattaran tiak atas tanah kemudian
terlambat didaftarkan oleh PPAT scharusnya . adalah sesuai dengan peraturan

<

perundang-undangan yang berlaku yaitu pemberian sanksi kepada PPAT yang berupa
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sanksi administretif atau ganti kerugian.
Soejinto Rahardjo mengatakan hahwa perlindungan hukum merupakan upaya

untuk melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

kepadanya untux  bertindak menurut kepentingannya tersebut. Oleh Kareha itu

perlindungan hukum kepada masyarakai-harus menciptakan suatu kepastian hukum,®

Perlindungan hukum terhadap pemohon yang memohon pendaftaran hak atas

tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nemor 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyebutkan

banwa:
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“PPAT bertugas polkok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan . membuat akta - sebagai bukti telah dilakukannya
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendafiaran
perubahan ‘data pendaitaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan
hukum itu”

£
i
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Jaminan atas bukti telah dilakukannya perbuatan hukum pendaftaran hak atas

tanah berupa aiterbitkannya akia peralihan hak miiik atas tanah ningga sertifikat tanah

diterbitkan ‘aleh BPN. Jika' PPAT terlambat mendaftarlan “kepada Kantor BPN

Kabupaten Jombang maka seharunsnya BPN Kabupaten Jombang memberikan sanksi

%0 Soetjicio Raharjo, Op.Cit
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kepada PPAT agari terciptanya kepastian hukurmn bagi pemohon pendafiar hak atas

| RepOSITORY.UB.ACID |

tanah.

Perlindungan hitkum yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk melindungi Kepentingan masyarakat
yang telah mengajukan pendaftaran tanah kepaca PPAT. ‘Mlaka dari ‘itu Pasal 62
Peraturan. Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarain - Tanah. telah

memberikan kepastian hukum terkait dengan keterlambatan pendaftaran tanah yang
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ditakulcan ' ofeh ' PPAT kepada BPN. Perhindungan hukum “yarng diberikan oleh
pemerintah terkait keterlambatan. pendaftaran tanah adalah perlindungan hukum

secara represif. Terkait PPAT yang tidak melaksanakan Pasal 40 ayat (1) Peraturan

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

>emerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanan adzlah cikenal sanksi

sesuai ' dengan Pasal 52 Peraturan Pemetintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Penaaftaran Tanah yaitu dikenakan sanksi teguran tertulis sampai pemberhentian dari

jabatannya sepagai PPAT. Selain fu PPAT juga dapat diberikan sankst atas «erugian
yang diakibatkan oleh lalainya. PPAT dalam melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Selain pemberian sanksi, perlindungan hukurn atas pendafiaran tanah juga
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disebutkan. dalam Pasal 32 avat (2) Peraturan Pemerintah- Nomor 24, Tahun 1997

£
i

tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara
sah 'nama orang atat badan hukum yang memperelch tanah lersebut
dengan itikad baik dan secara nvata menguasainya, maka pihak lain
yang merasa mempunvai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertitikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertitikat dan Kepala Kantor Pertanahian
yang bersangkutan atau tidak rmengajukan gugzian ke Pengadilan

1 4 99

mengenai penguaszan tanah atas pencrbitan sertifikat tersebut.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Berdasarkan Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan

Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tahah memberikan perlindungan

hulkum kepada orang yang fercantum namanya pada sertifikat. Seseorang yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

disebutkan namanya di dalam sertifikat tidak dapat digugat oleh pihak iain dan status

sebagai pemilik tanah akan terug dilindungi jika tanah tersebut secara nyzia dikuasai
leh e il

oleh pemegang hak

Pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi positif. Sistem

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

publikasi positif’ berarti adanya campur tangan PPAT dan Kantor Pertznahan atas
peralthan. hak atas tanah. Pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA

bertujuan untuk memberikan - kepastian® hukum. Tetapt pasca dikeluarkannya

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

Peraturan 'Pernerintzh” Nomor 24 Tahun 1827 tentang Pendaftaran Tanah yang

lisehbutkan dalam Pasai 3 bahwa tuiuan pendaftaran tanah meliputi :

1. Memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemegang hak aftas tanah untuk

memudahkan dalarn pembukiian atas hak-hak yang dimiliki oleh pernegang hak;

2 2: - Menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah
L=
= B agar mudah memperoleh data yang diperlukan atas pengadaan perbuatan hukum
%
o
w . \ - )
> é dari bidang tanah yang teleh terdaftar;
S
=2 2. ‘Menvelenggarakan tertib administrasi pertanahan yang mana setiap bidang tanah

£
i

yang dialihkan, dibebankan dan dihapuskan hak nya wajib terdaftar.

Berdasarkan poin- diatas -maka ‘dapat diielaskan hahwe: untuk memberikan
~ X

kepastian dan perfiindungan hukum, maka pemegang hak atas tanah tersebut diberikan

_l

sertifikat. Secangkan fungsi-informasi, terkatt dengan-aspek yuricis dan fisik bicang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tenah yang telah terdaftar terbukti sebagai-asas publisitas. Tujuan teriib administrasi

adalah segala perbuatan hukumn yang dilakukan oleh pemegang hak wajib didaftarkan.

31 Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Perdafiorar nya, Sinar Grafika, Jakarta, him 194
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Dengan pendattaran tanah yang baik, maka kepastian hukum atas tanah dapat

dikendallkan dengan batk oleh Pemeiintah. Maka pendaftaran fanzh- sebenarnya

memberikan perlindungan hukum serta kenastian atas pemilik, luas, hatas, letak dan

| RepOSITORY.UB.ACID |

jenis haknya.

Keterlambatan. dalam proses pendaftaran tanah membuat pemohon tidak
memiliki kepastian hukum atas tanah yang dikuasai. Perlu diketahui bahwa dalam

sistern pendaftaran tanzh dikenal adenya sistem publikasi yaitu “sisteni publikasi
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positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif maksudnya adalah
Negara menjamin kebenaran atas data di daiam sertitikat. Sedangkan sistem publikasi

negatif adalah negara tidak menjamin kebenaran data didalam sertifikat. Melalui

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

proses perdaftaran secara tertib sebenainya Negara telah memberikan perlindungan

hukum karena dengan adanya pendaftaran tanah kemudian dilakukan penerbitan

1

sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak maka akan' tercapai kepastien fukum
akan hak atas tanah yang dimiliki. Negara akan memberikan jaminan kepada pemilik
tanah atas kepentingan yang dilakukan pada tanah yang dikuasainya. Jaminan

kepastian 'hukum atag pendzfiaran tanah inilah 'yang diberikan oleh Pemerintah

sebagai ' perlindungan “hukum bahwa pemegang hak (subyek) benar berhak. atau
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memiliki hubungan hukum dengan tanahknya (obyek). Hal ini dibuktikan dengan

£
i

perbukuan data yuridis dan daca fisik bidang tanah yang diterima sebagai data yang

benar dalam proses pendaftaran tanah.

[a]

[dJ

|8 Perlindungan hukum dari tertib administrasi pendaftaran tanah adalah

|&

| O

g terdepatnya kesempurnaan atas nak yang dimtliki Karena hal sebagai berikut :

s :

s 1. Security (Rasa aman atas kepemilikan hak-atas tanah)
2. Simplity (Memahami dengan baik apa yang diharapkan dari pendaftaran tanah)
3. Acuracy (Terdapat jaminan ketelitian dalam sistem pendaftaran tanah)
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4. Expedition (Pelaksanaan pendaftaran tanah mudah dilakukan)

o

Aheapness (Biz ya yang tetjangkau atas pendaftaran tanah)®?

Data pendaftaran tanah akan terpelihara dengan baik di. Kantor Pertanahan.
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Sermnua informasi terkait fisik dan hak yang terdapat diatas tanah terscbut telan dijamin
secara benar oieh undang-undang: Tanpa adanve kepastian dan perlindungan hukum,

pendaftaran tanah tidak akan tercapai karena bisa jadi informasi mengenai tanah vang

tidak benar akan menyebabkan konfilk peitanahan. -Maka dari “itu, kctaatan dan
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kedisiplinan dagi PPAT - di Kabupaten Jembang dalam melakukan peadaftaran tanah

J
2

ke kantor BPN Kabupaten Jembang danat memberikan kepastian dan perlindungan

hiukum:.
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Masyarakat: masih benyak belum mernghami tentang ada atau  tidaknya

sertifikat atas tanahnya. Bahkan masyarakat sering menganggap bahwa Negara akan

melindungi semua warga Negara yang telah menguasai hak atas tanah secara turun
temurun  raeskipun secara legalitas tidek dapat dibuktikan. Devgan perlindungan
hukum yang diberiken Negara dalam bentuk ketegasan terhadap keterlambatan

pendafiaran tanah ailuar keteriuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pzndafteran Tanah diharapkan dapat mewujudkan cita-cita ekan
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kepastian hukum kepemilikan tanah melalui proses kegiatan pendaftaran tanah.

£
i

Guna mewujudkan kepastian hukum tersebut tidak hanya diithat dari satu sisi

tapi dilihat dari keseluruban ates konsekuensi yuridis dari keterlambatan proses
tetapi dilihat dari keselurubhan ates konsekuensi yuridis i

pendaftaran. tanah. Peilindungan dapat diberikan melalui pemetaan permasalahan

terkait pendaftaran tanah kemudian Pemerintah memberikan soiusi konkrit terkait
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kebijakan pendaftaran fanzh. Harepannya bahwa dengan adanya perlirdungan tukum
panny ya g

32 AP, Parfindungan 2004, Pendaftaian Tangh Di Indonesia Mandar Maju, Bandung, him30.
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dari- Pemerintah melaiui sosialisasi tentang pentingnya pendafiaran tanah timbul

ketertiban dirdalam masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ideoiogi dan faisafan Negara. Perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber
pada korisep-konsep “rule of thz law” dan Rechtaat, Indonesia menggunakan prinsip
perlindungan hukum dan pengakuan terhadap harhat dan martabat yang bersumber

dari Pancasila.®®
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Berdasarkan — hasii  penelitian penulis  bahwa sanksi yzng diatur - dalam
Peraturan. Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak bisa

langsung diterapkan oieh BPN Kabupaten Jombang terhadap PPAT yang melanggar
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ketentuan terseput. Sanksi yang Ciatur daiam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sanksi administrativ.- Sanksi yang

diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah baru bisa diterapkan kepada PPAT yang terbukii melakukan
[P aQron q anoda + an.1i 34
pelanggaran sebatas pada teguran lisan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, lemahnya sanksi membuat perlindungan

hukum - yang ' diserikan ~olelh Negara terhadap masyarakat atas keterlambatan
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pendaftaran tanat wvang dilakukan olel PPAT belum efektif. Lemahnya sanksi yang

£
i

diberikan  membuat komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan belum bisa dilaksanakan. Negara belum memberikan

perlindungan ‘karena perlakuan dari - pelaksana - pendaftaran  tanch - yang fidak

memberikan hasil yang baik. Seharusnya Negara harus memberikan perlindungan

untuk memberikan kepastian fiukum dart pendaftaran tanah schingga masyaraxat yang
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inelakukan pendaftaran tanah akan merasakan manfaathya secara langsung

%% Philiphus M Hadjon, Op.Cit.
3 Hasit Wawancara dengan iswahyudi Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN' Kabupaten
Jombang paca tanggal 25 Juni 2018 pukul 14.00 WIB

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




Jika dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum Soejipto Rahardjc bahwa

perlincungan hikum haris memberikan kepastian hukam. Pendaftaran: tanah yang

dilakukan bertujuan untuk memberikan . kepastian hukum. Maksudnya adalah
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pendaftaran tanah akan melindungi hak dari pemilik tanah atas gangguan dan
sanggahen pihak lain atas hak yang dimiliki oleh seseorang diatas tanah teisebut.
Sehingga perlindungan: ini sebenarnya juga mencakup kepastian pengelolaan dan

penggunaannya. Tentunya periindungan hukum yang diberikan oieh Negara telah
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sesuai denan keteituan peraturan perundang-undangan.

J
2

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan hukum agraria bahwa tanda bukti

hak dalam bentuk sertifikat akan keluar jika telah dilakukan pendattaran tanah. Maka
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dart itu diperiukan budaya agraria yang modern dengan meningkaikan pengetahuan

tentang agraria sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkrit atas pendaftaran

> =

tanah vang dilakukan masyarakat sehingga masyvarakat terlindungi haknya dan dapat

menggunakan - tanahnya- untuk —© menunjang  kehiqupannya.  Dengan  derikian
S J t=3
pendaftaran tanah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan

8

meniberikan jaminan keamanan bagi pemiliknya.,

w
.‘\

5

)

Sistem Hukum
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£
i

Menuiut  Lawrence M. Friedman unsur  sistem hukum terdini dari Legal
Structure (Strukiur Hukum), Legal Subtance (Subtansi-Hukum) dan Lege! Culture

(Budaya Hukum).35 Struktur meliputi lembaga eksekutit, legisiatif dan yudikatif

(Kepolisian, Kejaksaan, - Pengadilan, Komisi Yudisial “dan  KPK). ‘Sclanjutiya

Substansi. hukum -meliputi . peraturan perundang-undangan, norma dan. peraturan.

VO
X=)
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Sedangkan Budava meliputi kebiasaan, perilaku dan pandangan masyarakat tentang

% Lawrence M. Frideman, 1984, American Law, WW. Norton Company, London, him 6 sebagaimana
dikutip dalam’ Syafrudini Kolo, 2015, Jurnal ‘Penegakan Hukuim Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa
Keadilen Masyaraxat, Fakuitas Hukum Universitas Hasanuding, Makasar, hini 3
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hukum yang berlaku. Makna lainnya adalah budaya hukum merupakan iklim dari

pernikiran 'sosial tentang pelaksenaan hukum  tersebuc baik dilanggar -atau difaati

dengan baik.®
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Berkaitan dengan pernelitian yang dibahas oleh penulis adaiah bagaimana
budaya hukuin di masyarakat yang sudali berkembang dan menjaci suatu kebiasaa
Proses pendaftaran tenah seharusnya hanva membutuhkan waktu 7. (tujuh) bari

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
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Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, pada praktiknys waktun 7 (tujuh) hari

J
2

kerja  sering. dilewatkan  dengan berbagai macam | faktor vang menyebabkan

keterlambatan proses pendaftaran tanah. Menurut penulis, masyarakat daiam
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iclaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ade yang mentaati dan ada

juga yang melenggar. Sistem hukum jelas tidak akan efektif jika setiap orang fidak

mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran tanah yang telah ditetapkan waktunya 7 (tujuh) hari seharusnya
ipatuhi -oleh masyarakat sebagai. Pernohon: yang -mana ketika: PPAT mengajukan
berkas kepada BPN Kabupaten Jombang kemudian terjadi kekurangan berkas yang

dimohonkan, maka masyarakat sebagai Pemohon  harus ‘melengkapt berkas yang
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dinyatakan masih lkurang. Disini. diperlukan adanya kerjasama pemohon dengan

£
i

PPAT yang bersangkutan agar terciptanya kepastian hukum vyang diinginkan.
Lambannya proses pendaftaran tanah tidak hanya aisebabkan oleh PPAT.

Masyarakat sebagail pemohon pendaftaran tanah sering lalai dan enggan untuk

memenuhi kekurangan berkas yang dimohonkan. Hal ini1 disebabkan karena berbagai

macam - fakior seperti pemohon yang masih belum paham proses pedaftaran tanah,
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kesibukan veng dimiliki pemochon, serta faktor vang diszbabkan olels PPAT. Menurut

36 "‘|3
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penulis, Pemonon yang membuat akta berfikir bahwa dengan adanya akta dari PPAT
maka sudah cukup memiliki kekuatan hukum den dapat dijadikan alet bukii atas
peralihan hak atas tanah sehingga pemchon tidek memeriukan proses selanjutnya di
Kantor BPN Kabupaten Jombang. Padahal, proses pendaftaran hak atas tanah yang
dilakulan dit BPN “merupakan proses  untuk memberikan kepastian hukuni  bagi
kepemilikan tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Masyarakat sering beranggapan
bahwa PPAT merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan —sertifikat
kepemilikaii tanah yang dikuasai cleh Pernohion.

Pemohon yeng iidak segera melengkapi kekurangan berkas dalam pendafiaran
tanah sebenarnya juga menghambat proses pendafiaran tanah itu sendiri. Jika saja
masvarakat memenuahi kekurangan berkas yang dimintakan oleh PPAT ketika
melakukan pendaftaran tanah maka jangka waktu yang diatur dalam Pasal 40 avat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah akan dapat
erpenuhi. Masyarakat menganggap bahwa pendaftaran tanah melalui PPAT akan
melepaskan tanggungjawab Demohon ketika terjedi kekurangan berkas

Kekurangan berkas yang belum terpenuhi tetap. menjadi tanggungjawab dari
pemohen. Tanpa adanya budaya hukur membuat peraturan perundang-undangan
yang dibuat tidak akan efektif Menurut penulis. terkait budaya hukum ini sebenarnya
BPN Kabupaten Jombang dapat melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk
membanitu memoangun kesadaran masyarakat ‘yang melakukan pendafiaran tanah

egar tidak terlambat urtuk memenuhi berkas perinohoran pendaftaran.

WIB

3 Hasil Wawancaia Dengan PPAT (anonim A) di Kabupater Jombang pada tanggal 7 Juii 2016 pukul 16.30
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PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
1. Faktor-Faktor vang menyebabkan PPAT di Kabupaten -Jombang
terlambat mendaftarkan akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan

meliputi
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@ kesibukain PPATS (Camat) sehagal pejabat daerah;
b. kurangnva pengetahuan PPATS Kkarena latar belakang.pendidikan

yang bukan beriatar belakang hukuim;

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

C. kurang lengkapnya berkas yang dibutunhkan;

d. banvaknya jumlah akta yang dibuat PPAT.

2. Perlindungain Hukuim bagi Pemohon pendafiaran Hak Atas Tanan yang
terlambat didaftarkan cleh FPAT antera lain :
a.. Pemohon mendapatkan hak seperti yang disebutkan dalam Pasal 40

ayat (1) Peraturan Pemerintah Normor 24 Tahun 1997 tentang
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Pendaftaren  Tanah bahwa pendaftaran {anah  selambai-lambatnya
[ y

dilekukan 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta yang

£
i

bersangkutan. Jika tidak dipenuhi maka Pasai 62 Peraturan

Femeriniah- Nomor 24 Tahun 1957 tentang Pendaftaran Tanah akan
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memberikan . sanksi. teguran  tertulis hingga pemberlientian dari

SO

jabatan sebagai PPAT;

b Perlindungan hukum belum dapat terpenubi Kkarena tidak adanya

sanksi. vang dilakukan oleh BPN Kabupaten Jombang terhadap
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PPAT yang terlambat mendadftarkan akta beserta dokumen vang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ditentukan;

¢. Selain PPAT, masyarakat juga micnjadr salah satu faktor terlambatnya
proses pendaftaran tanah karena budaye hukum masyarakat yang
tidak taat dalam melengkapi dckumenr-dokumen yang diperiukan

dalaim proses pendaitaran tanals.
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4.2  SARAN

1. PPAT “iebin ‘disipiin dalam - menjatankan tugasnya sesuai dengan
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ketentuzn Dasal 40 Peraturan  Perrerintah - Nomoer 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah.

2. PPAT dapat melakukan kerja sama dengan BFN Kabupaten Jombang
untuk mengadakan sosialisasi-terikali dengan pendaftaran tanah untuk
membantu ‘masyarakat memahami dengan mudah proses pendaftaran

tanan.
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3. 'Masyarekat harus memahzini fentang pentingnya pendatiaran tanah

untuk  memberikan. perlindungan hukum can.kepastian -hukum- atas

£
i

Kepemilikan tanah schingga akan menghindari sengketa dikemuaian

hari

4.. BPN seharisnya rutin mengadakan sosialisesi, monitoring dan kontrol

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten jombang.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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5. 'BPN menecrapkan sanksi - vang  icgas sesvai -dengan - peraturan

> >

REPOSITORY.UB.AC.ID |

perundang-undangan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

i

40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaitaran Tanah.
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RINGKASAN

Inneke Grandistia, Magister Kenotariatan, Fakuitas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018,
Perlindungan : Hukum . Bagi ~Pemohcn - Pendaftaran. Hak Atas  Tanzh yang. Terlambat
Didaftarkan  Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah  Sementaradi Kabupaten Jombang,
Pembimbing Utama : Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH, MH, Pembimbing Kecua : Dr.
Aen Eko Widiarto, SH, MHun.

Pada tesis ini penulis menganakat tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemohon Pendaftaran
Hek Atas Tanan yang Terlambat Didattarkan Pejabat Pemouat Axta
Tanah Sementara di Kabupaten Jomoang. Periindungan hukum  yang  diberikan  kepada
cemohon jiika akia yang dibuat oich PRATS terlamibat didaftarkan kepada Kanior Pertanahan
dan perlu adanya upaya vang dilakukan agar FPATS di Kecamatan Plendazan dan Kecamatan
Diwek Kahupaten Jombang dapat menerapkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan baik dan dapat memberikan suatu
periindungan hukum bagi pemohon pendaitaran hak atas tanah
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Apa
faktor-faktor yang menyebabkan PPATS di Kapupaten Jombang terlambat menoaitarkan akta
yang aibuatnya kepada Kantor Pertanahan? 2. Bagaimana periindungan hukum ~bagi
remohon pendaftaran hak atas tanah yang terlambat didaftarkan oler PPATS ?

Penelitian ini -meriggunakan Metode Yuridis Empiris dengan metode pendekatan. Yuridis
Sosiologis. Data yang digunakan adatah Data primer (wawancara dengan Petuigas Kantor
Badan: Pertanahan Kabupaten jombang, Camat Plandzan, Camat Diwelk dan Masyarakat
Plandaan dan Diwek) hzhan hukum sekunder tediri dari buku can literatur dan bahan hukum
tersier vang terdiri dari jurnal dan enstklopedi.
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Dari hasil penelitian dapat diketahui- bahwa faktor-faktor yang menyehkabkan. PPATS di
Kabupaten Jombana terlambat mendaftarkan akta yang dihuatnva kepada Kantor Pertanahan
adalah Pertama, faktor Camat sebagai PPAT sementara yaitu kesibukan PPAT semeniara dan
Kurangnya penigetanuan dari PPAT semeniara tentang pendaftaran tanah ai BPN Kabupaien
Jombang. Kedua takier yang menyebabkan keieriambatan adalan falkicr masyarakat yaitu
kurang pahamnya Pemchon terkait proses pendafiaran tanan yang menganggap dengan
menyerzhkan kepada PPAT dan PPAT sementara- mska proses pendaftaren tanah sudah
selesai. - Ketiga, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPN Kahupaten Jombang terkait
proses - pendaftaran tanah Camat tidak paham tentang prosedur bhagaimana prosedur
administrast pemouaian akta. Periinaungan hukuir bagi pemonon pendaftaran nak atas tanah
yang terlambat didaftarkan olen PRATS adalan perfindungan hukurm secara represif. Terkait
PPAT sementare yang tidek melaiksanakan pasal 40 ayat (1) PP Pendefiaran tonah adalah
dikenai sanks] sesuai dengan pasal 62 PP. Pendafteran tanah yaitu aekan dikanakan sanksi
teguran tertulis sampai. pembzrhentian dari jabatannys sebagai. PPAT sementara. Selain itu
PPAT sementara juga dapat dimintakan kerugian yang diakibatkan oleh lalainya PPAT
sementara dalam meiaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah.
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SUMMARY
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Inneke Grandistia, Master of Notary, Law FacLity of Brawijaya University, Juiy 2018, l.egal
Protection For Apnlicants Registration of Landrights Late Listad By Officials Author Dzed of
Land Meanwhile in Jombang, Fisrt Adviser : Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH, MH
Second Adviser : Dr. Aan Eko Widiarto, SH, MHum

In this thesis the ‘authors raised about Legal Protection For Applicants Registration of
Landrights lLLate Listed By Officials Author Deed of Land Meanwhiie in Jombang - Llegal
protection given to the sppticant if the deed made by PRATS s delayed to register to the
L.and Office and the need for efforts made to PPATS in Kecamatan Plandaan and Kecamatan
Diwek Jombang Regency can. apply Article 40 of Government Regulation Number 24 of
1997 concerning Land Registration with good and can provide a legal protection for the
applicant of registration ot land rights
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Based-on this_background, then the problem formulation in this research: is: What factors
caused the PPATS in Jombang to register its deed to the Lanc Office? 2. What is the legal
protection for the applicant for registration of landrights which is late to be registered by
PPATS?
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This research usss Juricical Empirical Method with " approach ‘methed of  Soclctogical
Juridical. The data used are Primeary Data (interview with the Land Office- Official of
Jombang District, Plandaan ~Sub-district, Diwek Sub-district- and - Plandaan and Diwek
Communities) secondary law materials consist of bcoks and literature and. tertiary legal
materials consisting of journal and encyclopaedia

Fror the research resuits it can be seen that the factors causing PPATS in Jombdang regerncy
late to-register the deed made 1o the Land Office is First, the Camet facior as interim PPAT
PPAT temporary busyness and lack of knowledge from PPAT while-on the registration. of
land in BPN Jombang. The two factors that cause the delay is the community factor that is
less understanding of the applicant reiated to the land registiation process which considers by
submitting to PPAT and PPAT whiiie the process of land registration hias been completed.
Thira, the lack of sccialization conducted by BPN Jombang reiated iand registration proceass
Camat did not undersiand aboilt ihe procedure hiow the administrative proceaure of making
the deac’. Legal protection for applicants of registretion of land rights that are registered late
by PPATS is a repressive legal nrotection. Related PPAT while not implementing Article 40
paragraph (1) PP Land registration is subject to sanction in accordance with Article 62 PP.
Land registration that wiii be subject to sanction of written warning until disimissal frorn nis
position as PPAT temporary. In addition, tempcrary PRPAT can alsc be requested for losses
cauzed by negligence PRAT whiiie in implementing the provisions of Articie 40 paragraph (1)
PP Registration Lana
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